SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 069 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA

TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA INDIVIDU,
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,

PELAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis,
Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana
Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 069 Tahun 2019, namun dalam perkembangan
untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja maka pertu diterapkan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif
efisien, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu
diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator
Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;



Mengingat

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daecrah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu} tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63573);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

8. Peraturan Menter1 Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

12.Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

14.Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);



Menetapkan

17.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 069 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA,
RENCANA KINERJA TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA,
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU, RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator
Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun
2019 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah dan ditambah 3
(tiga) angka yakni angka 13, angka 14 dan angka 15,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

L.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yvang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah tatanan, Instrumen, metode
pertanggungjawaban pada pokoknya meliputi
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran
dan pelaporan membentuk siklus akuntabilitas
kinerja yang tidak terputus dan terpadu,
merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
misi organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapal misi organisasi secara terukur
dengan  sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Indikator  Kinerja  Utama  adalah  ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja
utama yang menggambarkan tugas fungsi, core

bussines dan alasan keberadaan oreanisasi.



8.

10.

11.

12.

13.

Perencanaan Kinerja Tahunan adalah proses
penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis
(Renstra) yang memuat sasaran, program dan
kegiatan, serta anggaran terkait dengan kinerja
yang akan diwujudkan tahun yang bersangkutan,
dan disusun sebelum proses pengajuan anggaran
(RKA).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
individu  yang telah diperjanjikan dan atau
direncanakan.

Pengukuran kinerja adalah proses pengukuran
atas  hasil yang dicapai, dalam rangka
menyimpulkan capaian kinerja yang direncanakan
atau diperjanjikan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja
yang disusun berdasarkan perjanjian/Rencana
Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBN/APBD).

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
akan dicapal dari kinerja program dan Kkegiatan

yang telah direncanakan.



14.

15.

Penjenjangan Kinerja adalah Proses penjabaran
dan penyelarasan sasaran strategis, indikator
kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit
organisasi sampai dengan individu pegawai.

Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan  berfungsinya  keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi

pedoman dalam:

a.

b.

penyusunan Penjenjangan Kinerja;

penyusunan Rencana Strategis;

reviu Rencana strategis;

Rencana Kinerja Tahunan;

Indikator Kinerja Utama,;

Perjanjian Kinerja;

Indikator Kinerja Individu;

Pengukuran Kinerja Atas Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja;

Laporan Realisasi Langkah Aksi;

Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Berkala dan
Berjenjang;

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja; dan
Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Kinerja

Tahunan Perangkat Daerah.

2. Ketentuan ...



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
Ruang Lingkup, mencakup:
1. tata cara penyusunan Penjenjangan Kinerja;
tata cara penyusunan Rencana Strategis;
tata cara penyusunan Reviu Rencana Strategis;
tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama;
tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja;

tata cara penyusunan Indikator Kinerja Individu;

® N O oA W ©

tata cara penyusunan Pengukuran Kinerja Atas

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;

9. tata cara penyusunan Realisasi Langkah Aksi;

10.tata cara penyusunan Laporan Hasil Pengukuran
Kinerja Berkala dan Berjenjang;

l1l.tata cara penyusunan Mekanisme Pengumpulan
Data Kinerja; dan

12. tata cara penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan

dan Tahunan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pedoman dalam entry data Aplikasi
e-SAKIP online.
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Pasal I1
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2022
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

~SANTOSA~

KMAN ARIEF, SH

- Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002
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LAMPIRAN [ : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :119 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 November 2022

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berbagai upaya reformasi yvang telah maupun yang sedang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menciptakan peningkatan

praktik akuntabilitas publik yang lebih baik, antara lain adalah

sebagai berikut:

1)

e

Reformasi institusi pemerintahan vang ditandai dengan
diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan institusi sektor publik baik di
pusat maupun di daerah-daerah.

Reformasi manajemen sektor publik dengan mereformasi sistem
manajemen keuangan pemerintah {Reform of Public Financial
Management  System) dan  menecrapkan  praktik-praktik
manajemen strategis (Strategic Management) dalam bentuk
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Reformasi birckrasi {Civil Servant Reform) yang pada dasarnya
meliputi usaha pembenahan di bidang kepemimpinan,
kelembagaan organisasi pemerintah, manajemen SDM pegawai
negeri, sistem dan prosedur pelayanan publik.

Sesual dengan kondisi Indonesia saat ini, diantara berbagai

upaya reformasi tersebut, maka reformasi manajemen sektor publik

merupakan bagian yang paling signifikan sebab melalui reformasi ini

akan tercipta peningkatan akuntabilitas publik dan kinerja lembaga

sektor publik yang pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya



kepemerintahan yang baik. Selain itu, reformasi manajemen sektor
publik merupakan pemicu untuk reformasi sektor publik secara
keseluruhan, termasuk reformasi sistem kepemerintahan dan sistem

kepegawalan nasional.

B. MEMBANGUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapat tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan upaya vang
dilakukan untuk merubah budaya akuntabilitas pemerintah yang
mengukur akuntabilitas dari hanya sekedar habisnya anggaran
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dana sesungguhnya telah
dimulai sejak tahun 1998. Hal ini ditandai dengan diperkenalkannya
azas akuntabilitas dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeclenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Berdasarkan azas ini setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kendati demikian, langkah nyata pelaksanaan TAP
MPR dan Undang - Undang Nomor 28 tersebut di atas dalam
mengembangkan akuntabilitas publik yang komprehensif yang dapat
menunjukan hasil akhir dari setiap program dan kegiatannya kepada

masyarakat belum mendapat perhatian yang memadai.



Satu-satunya langkah nyata pengembangan akuntabilitas
publik vang berbasis kinerja awalnya diatur dengan diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Peraturan Presiden ini
mencerminkan perwujudan adanya political will pemerintah untuk
segera memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan
good governance di negara ini. Dalam jangka panjang, Peraturan
Presiden 1ini juga bertujuan untuk memperbaiki sense of
accountability di jajaran penyelenggara pemerintah baik di pusat
maupun di daerah. Dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan
seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan SAKIP dan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

SAKIP dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada
dasarnya merupakan tatanarn, instrumen, metode
pertanggungjawaban vang pada pokoknva meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang
membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan
terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi.

Sistem AKIP pada dasarnva merujuk pada best practices serta
menggunakan pendekatan manajemen strategis dan pengukuran
kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan
paradigma penyelenggaraan pemerintah : Dari orientasi input dan
proses ke arah efektivitas hasil dan manfaat (outcome); Dari orientasi
Jangka pendek (tahunan) ke orientasi jangka menengah yang terukur
dan berkelanjutan; Dari budaya aparat yang birokratis ke arah
entrepreneurship, Dani kebiasaan menunggu perintah/petunjuk
atasan kearah kemandirian berdasarkan komitmen, konsistensi pada

visi dan misi organisasi serta profesionalisme aparatur negara.
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C. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

Penerapan SAKIP mensyaratkan para pimpinan instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
berdasarkan manfaat atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat
secara langsung dan bukan melulu kepada uraian alokasi dana saja.

Dengan tuntutan hal tersebut, maka penerapan SAKIP juga
menuntut kepemimpinan yang baik, tangguh dan transparan serta
yvang memiliki visi jauh ke depan. Visi jauh ke depan diperlukan
seorang pimpinan instansi pemerintah agar dapat secara memadai
menampung aspirasi pribadi dan masyarakat dalam customer driven
strategic planning. Kemudian, ketika mengimplementasikan rencana
strategik tersebut, pimpinan instansi pemerintah dituntut untuk
merefleksikan kepemimpinan yang tangguh dan transparan, yang
dapat  memotivasi  seluruh  jajaran  pemerintahan  untuk
merealisasikan capaian kinerja agar misi visi organisasi dapat
dicapai. Tanpa kepemimpinan yang demikian, sistem akuntabilitas
kinerja sulit untuk dilaksanakan secara baik.

Oleh karena itu, harus disadari bahwa membangun
akuntabilitas instansi pemerintah yang berorientasi kepada hasil
(result oriented government] membutuhkan keseriusan dan waktu
yang tidak sedikit untuk mencapal keberhasilan. Perbaikan pola
pikir, prilaku, moral, budaya kerja dan kemampuan manajerial
segenap unsur aparatur penyelenggara pemerintahan terutama para
pemimpinnya mutlak dilakukan secara berkesinambungan dan

terstruktur.
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BAB II
AKUNTABILITAS

A. PENGERTIAN AKUNTABILITAS

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih fgood
governance  dan clean  government)  telah mendorong
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan
sistemn tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang
atau unit  organisasi untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa
laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan
tolok ukur pengukuran kinerja, Akuntabilitas diartikan sebagai
kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari
‘tindakan seseorang atau badan kepada pthak-pihak yang
memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang
atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola
sumber daya tertentu.

Melihat dari sistem administrasi penyelenggaraan Negara
vang ada dan berjalan selama ini terlalu menfokuskan
terlaksananya suatu kegiatan atau program tanpa
memperhatikan  hasil foutcome) yang dapat dimanfaatkan
masyarakat banyak, juga terlalu menfokuskan kepada
akuntabilitas keuangan, dimana berhasil atau tidaknya suatu

unit oreanisasi hanva dinilai dari berana hecarnva dana vano
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dapat diserap sehingga semakin besar dana yang dapat diserap
maka semakin bagus kinerja unit yang bersangkutan.

Melihat hal demikian di atas, maka diperlukan sistem
pertanggungjawaban disebut akuntabilitas kinerja, yang tidak
hanya meliputi pertanggungjawaban keuangan saja, namun
pertanggungjawaban yang juga mencakup pertanggungjawaban
non keuangan yang memifokuskan pertanggungjawaban pada

kinerja atau hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instanst Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan
antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
yang bersangkutan;

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

3. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat; dan
Menyajikan  keberhasilan/kegagalan dalam  pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif,
sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang
mempunyal wewenang dan bertanggung jawab di bidang
pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.
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D. SIKLUS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1.

Siklus manajemen berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
Penetapan perencanaan stratejik yang meliputi penetapan visi
dan misi organisasi dan strategic performance objectives.
Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik
yang telah ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan
kegiatan organisasi;

Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran
kinerja), menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data
tersebut; dan

Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan
tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti
melakukan  perubahan-perubahan dan  koreksi-koreksi
dan/atau melakukan penyelarasan (fine-tuning) atas kegiatan
organisasi. Begitu Perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang
dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

Skema mengenai siklus Manajemen Berbasis Kinerja dapat

dilihat pada gambar di bawah ini:

e ] Menetapkan
e =1 —— M= dan Tujuan
Untuk Memicu

Kinerja Sirategs
Perbaikan Kinetja g o

Menetapkan
Akuntabilitas

Kinena

*l-!lu-

Menganalisis i gk
Msreniks. Mengurmputkan

e Tugas
e B e e Diata Unnuk .h
Can Melaporkas Menital Kinerja dan

Data Kinega

Gambar 1: Siklus Manajemen Berbasis Kinerja
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Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah
merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode
pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai
berikut:

I. Penetapan perencanaan stratejik;

2. Pengukuran kinerja;

3. Pelaporan kinerja; dan

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara

berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat

digambarkan sebagai berikut:

Perencanaan
; Kinerja
Y
Evaluasi Pengukuran
Kinerja Kinerja
|
T | Pelaporan | |
' Kinerja '

Gambar 2: Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti
terlihat pada gambar 2 di atas dimulai dari penyusunan
perencanaan kinerja yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan,
dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan kinerja ini kemudian dijabarkan dalam
perencanaan kinerja tahunan vang dibuat setiap tahun. Rencana
kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja vang ingin
dicapai (output/ outcome} dari seluruh sasaran stratejik dalam
tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan
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dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk
suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap
selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan
kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.
Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang
dinyatakan  dalam  satuan  indikator  kinerja. Dengan
diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk
pengukuran  kinerja, maka instansi pemerintah  perlu
mengembangkan sistern  pengumpulan data kinerja, yaitu
tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada
akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada
pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tahap terakhir
adalah evaluasi kinerja, informasi vang termuat dalam LKIP
tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara
berkesinambungan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik
Indonesia menginstruksikan tentang penyusunan penetapan
kinerja kepada Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri,
Kepala LPND, Gubernur, Bupat, dan Wali Kota, sebagaimana
tercantum pada butir ketiga Instruksi Presiden tersebut, vaitu
sebagai berikut: "Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di
bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan
"suatu capaian Kkinerja tertentu dengan sumber daya tertentu,
melalul penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil
maupun manfaat.

Dalam  perkembangan  selanjutnyva, dalam  rangka
pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilakukan
penyempurnaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah, dimana Dokumen Perjanjian Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan

kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh instansi.

Selanjutnya  Dokumen  Perjanjian  Kinerja memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran
strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target
kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Kontrak kinerja antara Pemberi amanah (atasan langsung)
dengan yang menerima amanah (bawahan yang diberikan
tugas);

2. Dokumen perencanaan jangka menengah;

Dokumen perencanaan Kinerja tahunan; dan

4. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Menilai keberhasilan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan tentang
‘ keterkaitan antara penetapan kinerja dengan Sistem AKIP sebagai

berikut:
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Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja dengan Sistem AKIP

-
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BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS INSTANSI PEMERINTAH

A. PENGERTIAN PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan
bahwa perencanaan strategis menjadi landasan penyelenggaraan
SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, cara mencapai tujuan dan sasaran
yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam
merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis adalah
sebagai berikut:

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan
dicapai. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan strategis
merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara
garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi
terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi;

2. Mengenali lingkungan dimana organisasi
mengimplementasikan interaksinya, terutama cakupan dan
kualitas pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi
kepada masyarakat;

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam
positioning organisasi dalam membangun kepercayaan
pelanggan;

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan
terutama  dalam  mencapai  keberhasilan  operasional

organisasi: dan
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5. Menciptakan sistemm umpan balik untuk mengetahui

efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis.

Langkah-langkah di atas merupakan acuan umum yang
harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam merumuskan dan
mempersiapkan perencanaan strategis., Dalam praktiknya, setiap
instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-
langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

B. PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEGIS
a} Perumusan perencanaan strategis mengikuti pola vang
merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif
sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat
rinci. Model perencanaan strategis yang digunakan di sini
adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara’
perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah serta Tata
cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan

menggunakan bagan sebagai berikut:
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VIsI
|
Y
MISI
- Nilai- nilai
P - Lingkungan
- Faktor —faktor kunci
L ]
TUJUAN
Indikator Kinerja
v & Target Kineria
SASARAN |
L4

- Kebijakan
STRATEGI L——

Program

Gambar 3: Tahapan Perumusan Renstra

C. Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis terkait
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menggunakan

Penjenjangan Kinerja.

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan

penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target
| kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu
pegawali.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan.
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Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu
prograrm.

Penyusunan Penjenjangan Kinerja terdiri atas 5 (lima)
tahapan, yaitu:

a. Menentukan Hasil {outcome) yang akan dijabarkan dalam
penjenjangan Kinerja;

b. Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success
factor);

¢. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor)
kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional,;

d. Mérumuskan Indikator Kinerja; dan

€. Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen
perencanaan dan Kinerja jabatan.

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah ini dapat digunakan untuk:

a. Menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan
Kinerja individu;

b. Penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;

d. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan

e. Penataan struktur organisasi.

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk
mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi
'yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang
diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti
mengural rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap
paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang
diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah
diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu
dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam
mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi
konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu

nendekaran pDerencanaarn | vane serine dictinalkan 1irbale
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menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam

mencapal outcome/kinerja yang diinginkan.

{ Model Logis (logic model): Merupakan alat/metode yanh
digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam

menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling
terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil
yang diinginkan (Poister, 2003)

= Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem
yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi

dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran

Qutcome /result) /

Contoh Penyusunan Penjenjangan Kinerja
(Pohon Kinerja dan Cascading)

Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF (Tahap 1 sd 3)
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Masyarakat belum T VR
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Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melaiui pendekatan CSF (Tahap 4 dan 5)
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BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana
.kinerja menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan
oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-
targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan
di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana
kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang
bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan targetnya serta

keterangan keterangan lain yang diperlukan.

B. PRINSIP-PRINSIP RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja
hendaknya adalah sebagai berikut:
a. Spesifik dan jelas;
b. Dapat diukur secara obyektif;
Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan

d. Tidak bias.

C. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA
Instansi pemerintah hendaknya membuat rencana kinerja
sebelum tahun anggaran baru dimulai. Dokumen ini dapat
dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja
serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan

diwujudkan oleh suatu instansi. Proses atau alur pikir



penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah dapat dilihat

pada gambar berikut:

Penetapan
Sasaran
FPenetapan
Program
v
Penetapan
Kegiatan
Y
Indikator Indikator
Kinerja Pencapaian
L i
Target Target Kinerja
Kinerja Sasaran
Kegiatan

Gambar 4: Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Unsur-unsur dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran
2. Penetapan Program
3. Penetapan Kegiatan

Dalam menyusun kegiatan hendaknya memperhatikan

kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan harus relevan dengan program dan sasaran yang

akan diwujudkan; dan



b. Kegiatan harus cukup untuk mewujudkan sasaran
tahunan.

4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan

dalam kelompok sebagai berikut :

a. Masukan (input). segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau
dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber
daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan
sebagainya;

b. Keluaran (oufput): segala sesuatu berupa produk/jasa
(isik dan/atau non fisik} sebagai hasil langsung dari
pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan yang digunakan.

Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan
merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan
konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau
ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya harus
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas,
' (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan kegiatan yang
ingin dilakukan, dan (4) tidak bias. Dokumen Rencana Kinerja
sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir
Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bentuk dan cara pengisian Formulir RKT ini dapat dilihat

pada formulir berikut ini:
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1

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON | KL DAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD}

Unit Eselon | Kemanigrian/Lembaga  SKFD - &)

Tahun

gy

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

{3)

Petunjuk Pengisian:
1. Header {a) diist nama unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD;

2

3. (1)

Kolom

diisi

Header (b} diisi dengan tahun anggaran;
dengan sasaran strategis unit organisasi

eselon

kementerianflembaga/SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan
jangka menengah;

organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD dalam kolom (1);

sasaran

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan
Rencana Kinerja Tahunan {RKT} dapat dilihat pada formulir

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit

Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja

berikut ini:
Form Renstra
; INDIKATOR STRATEGI T
TUJUAN IN,R;%‘:ER TARGET‘SASARAN KINEJA |TARGET |ggpijaranprocram Ket.
SASARAN |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
@ O &) |
N E | [ |}
° "
..' PS
Forma RKT . Tana, .
> A P
SASARAN TRATEGIS * INDIKATOR *_ TARGET i
KINERJA V¥ L
1 2 3
® ® @
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BABV
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

A. PENGERTIAN PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji
dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan
instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/
tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian
kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan
oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian
kinerja ~yang akan diwuyjudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan
Perjanjian kinerja mempunyail tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum penyusunan Perjanjlan Kkinerja adalah dalam
rangka sebagai berikut:
1. Intensifikasi pencegahan korupsi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Sedangkan tujuan khusus penyusunan Perjanjian kinerja
adalah:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur; dan



5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.

Ruang lingkup Perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas
pokok dan fuﬁgsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini
lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi,
yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan,
tugas dan | fungsi, dan core business organisasi serta

menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

. KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN KINERJA DENGAN

SISTEM AKIP
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu
komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sistem  AKIP), dengan ditetapkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah terdapat beberapa penyempurnaan yang disusun

mulai tingkat Kota sampai PD dan unit kerja pada PD.

Penyusunan Perjanjian kinerja 1ini diharapkan dapat
mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi
pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara Perjanjian kinerja
dalam sistem AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Penyusunan Perjanjian kinerja dimulai dengan merumuskan
renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima
tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima
tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan;

2. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka
diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk
membiayai rencana tahunan tersebut;

3. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui
anggarannya, maka ditetapkan suatu Perjanjian kinerja yang
merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk

mewujudkan kinerja seperti vang telah direncanakan:



4. Dalam tahun berjalan, dilakukan pengukuran kinerja atas
pclaksanaan perjanjian kinerja untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi
serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa

disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

C. FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas Pernyataan Perjanjian
Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, dengan penjelasan
sebagai berikut:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan.
instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan
langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja
tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima
amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah
atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target
kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung
tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan
tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua
belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah
ditetapkan. Pernyataan Perjanjian kinerja ini paling tidak
terdiri dari:
1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu

tahun tertentu;

2. Tanggal ditandatanganinya pernyataan Perjanjian kinerja;
3. Tanda tangan penerima amanah; dan

4. Persetuyjuan atasan langsung atau pemberi amanah.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Lampiran Perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam dokumen Perjanjian kinerja. Informasi
vang disajikan dalam lampiran Perjanjian kinerja ini paling

tidak meliputi hal-hal sebagcai berilkut:
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a. Program Utama
Merupakan program yang menggambarkan keberadaan
instansi pemerintah/unit kerja yang bersangkutan.
Perumusan program utama ini memperhatikan program-
program yang telah tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional maupun
daerah. Dengan demikian, akan terjalin suatu keselarasan
program mulal dari RPJM, Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja.

b. Sasaran Strategis Organisasi
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik
dan terukur dalam kurun waktu satu tahun.

c. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini
dapat berupa output penting maupun outcome. Indikator
kinerja Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa
produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil
langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja
Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu  yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa
jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat.

d. Target Kinerja
Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja
yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

e. Jumlah Anggaran yang dialokasikan
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan
sasaran terscbut. Jika mungkin, jumlah anggaran ini
termasuk Dbiaya-biaya tidak langsung vyang dapat

diidentifikasikan untuk suatu sasaran tertentu. Jika hal
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tersebut tidak memungkinkan, maka disajikan jumlah

anggaran untuk biaya langsung saja. Data anggaran ini

didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui,

yaitu DPA.

Lampiran Perjanjian kinerja selengkapnya terdapat

pada formulir berikut ini :

Keterkaitan antara Rencana Kinerja Tahunan
{RKT) dengan Perjanjian Kinerja

Farm 60U

SASARAN INDIKATOR TARGET
TRATEGIS KINERJA
1 2 3 |
® O o
' . ! |
‘ . -
LJ [ ]
® [ |
L] n

f‘ORMULIR PERJANJIAN KINER.J
TINGKAT FEMERINTAH

#*  PROVINSI/KABUPATEN/KOFA

Pl%vinsi /Kabupaten/K .
gta *(a) :
ahun Anggaran s (b) .
]
i Sasaran Strategis Windikator Kinerja | W Target
(1) (2) (3) ]
() o © =
Jumlah Anggaran Tahun .............
Rp..cccuenee.. (<)
Tempat,
.................. e ) —
Gubernur/Bupati/

Wali Kota




D. PRINSIP ~ PRINSIP PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja ini tidak dapat dipisahkan dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mecapai kinerja yang
Jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan
kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan
atasannya (pemberi amanahj, selanjutnya merupakan Ikhtisar
Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan
ketersediaan anggarannya serta realisasi Perjanjian kinerja
dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja (LKIP).

Dengan demikian, tahapan penyusunan Perjanjian kinerja
ini juga mengikuti tahapan pada sistem AKIP dan tahapan
pengalokasian dana, selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis;
b. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan;
¢. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

d. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

E. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Indikator kinerja individu (IKI) disusun dan ditetapkan
setiap tahun oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung, IKI pejabat struktural mengacu pada Perjanjian Kinerja
dan Cascade Down yang telah ditetapkan, untuk Jabatan

"Pelaksana atau Jabatan Fungsional disusun berdasarkan
kebutuhan pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai
berikut:

1. IKI JFU merujuk pada target kinerja pejabat esclon 4 sebagai
atasan langsung berupa output hasil kerja; dan

2. [KI JFT merujuk pada target kinerja organisasi berupa output
hasil kerja, atau dengan kata lain menyusun target kinerja
sesual kebutuhan organisasi yang secara teknis memperoleh
penugasan langsung dari Kepala PD dan atau bisa lintas

bidang sesuai kebutuhan organisasi.



Informasi yang disajikan dalam IKI meliputi Nama, Jabatan,
PD/Unit Kerja dan Tahun Kinerja serta Format 1KI. Format IKI
pejabat struktural merujuk pada lampiran Perjanjian kinerja.
Format IKI untuk JFU dan JFT tidak mencantumkan
program/kegiatan dan anggaran, kecuali bila ditunjuk sebagai

pejabat pelaksana teknis kegiatan.



BAB VI
PENGUKURAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA ATAS
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN MEKANISME
PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran
dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment)
yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran,
hasil, manfaat, dan dampak.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang
digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran
kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan
sasaran (goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai
berikut:

1. Perencanaan dan penetapan tujuan;
2. Pengembangan ukuran yang relevan;
3. Pelaporan formal atas hasil; dan

4. Penggunaan informasi.

Manfaat dari dilakukannya pengukuran kinerja bagi suatu
organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan
masyarakat atau pelanggan;

2. Membantu organisasi memahami lebih dalam proses atau apa
yang (selama ini) dilakukannya;

3. Memastikan bahwa keputusan yang diambil (telah)

berdasarkan fakta atau data;
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4. Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu
dilakukan dan bagaimana memperbaikinya;

5. Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah dilakukan
(terjadi); dan

6. Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin)
belum diketahui.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk
menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan
gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas
kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka
mewuwjudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategis. dan untuk menguatkan
pernyataan pencapaian kinerja sasaran, dapat dilakukan
pengukuran terhadap output/keluaran kegiatan dalam rangka
pengungkapan keterkaitan program dan kegiatan terhadap

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

TAHAPAN DALAM PENGUKURAN KINERJA
Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap
vang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja,
pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi,
pengembangan, dan penyeleksian indikator Kkinerja vyang
akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian
sasaran dan twjuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

tuiuan vange telah ditetankan. Karenanva indikator kineria
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harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik
dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun
tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping
itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan
menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dermikian,
tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan hasil-
hasil program pada instansi/unit kerja pelaksananya.
Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana
vang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau
gagal di masa yang akan datang.
Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja
yang ditetapkan hendaknya sebagai berikut:
1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan
salah interpretasi;
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif;
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
dan
4. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada
penafsiran lain).
Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian
kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.
Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator
kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana
kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian
kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Oleh
karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan

sejak perumusan rencana stratecis vaitil pads eaaf
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penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan
rericana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-
indikator kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Indikator
kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa
kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan
atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan
setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan,

keluaran dan hasil.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data
kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok
sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi
atau data internal dan data yang bersumber dari luar
organisasi atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa
data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data
kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten,
maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan
data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi
kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk
itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat
mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang
bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu
dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat
laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan,
dan seterusnya) atas data kinerja. Menurut Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator
masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan pada setiap tahun
untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan
kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan

data kineria untuk indikator manfaat atau dampak dabpat
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diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau
dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan
organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan
tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur
indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi
disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna
mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan,
kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan

instansi terhadap masyarakat.

Cara Pengukuran dan Perbandingan Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang

dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran

kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan
pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu
memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran
apabila kondisi tidak memungkinkan dan cara/metode
lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode
tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran

(pembandingan data) kinerja yang dapat dikemukakan di

sint adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;

2) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan
realisasi tahun sebelumnya,;

3) Membandingkan realisasis di tahun ini dengan target
RPJMD /Renstra;

4) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis
dan dianggap terbaik dalam bidangnya (benchmarking);
dan

5) Membandingkan antara realisasi dengan Standar

Nasional (bila ada).



Lampiran formulir
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pengukuran kinerja selengkapnya

terdapat pada formulir berikut ini:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGEKAT PEMERINTAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : (a)

Tahun Anggaran 1 ({b)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1 {2 3)
@ O O
. ®
Jumlah Ang.garan Tahun Rp.. Jc)
. . Tempat, ... 20 .
: . Gubernur
5 (e )
: FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
: TINGKAT PROVINSI/KABUPATENIKOTA
Provinsi¥Kabupaten/Kota “{a)
Tahun Anggaran o “(b)
Sasaran strategis IndiKator Kinerja Target | Realisasi| %
H) . (2) (3) (4) (5)
ve Ve o
Jumlah Anggaran Tahun....................... CRp....(¢)
Jumfah Realisasi Anggaran Tahun....... Rp.....(d})

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. Pengertian

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau

melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau

unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang

dibebankan kepadanya.
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Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi
keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi
dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini
dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi
secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian
terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian
atas pencapalan hasil; penilaian atas aktivitas, program,
kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi;
penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan; penilaian atas
pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian
kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya.
Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh
evaluator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat
dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup
penilaian atas apa vyang telah dicapai organisasi,
menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan
menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.
Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi vang
dilakukan oleh evaluator internal yaitu Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP).

Tujuan

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar
organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-
sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian
misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan
instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa
yang akan datang.

Pelaksanaan

Evaluasi atas capalan setiap indikator kinerja kegiatan
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-
hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara keluaran (output) dan
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masukan (inpuf), baik untuk rencana dan realisasi, perlu
dilakukan dalam evaluasi kinerja. Analisis ini memberikan
data nilal output per unit yang dihasilkan oleh suatu input
tertentu yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi yang
dilakukan oleh suatu instansi/organisasi. Setelah analisis
efisiensi, maka pengukuran tingkat efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan
hasil, manfaat atau dampak perlu dilakukan. Evaluasi juga
dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance
gap} yang terjadi, yang mencakup penyebab terjadinya gap
maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
dilaksanakan.

Seperti dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) harus menyajikan data dan
informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterpretasikan  keberhasilan/kegagalan  tersebut
secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu
dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas
kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut
meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan
sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula
dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara
efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan
kegilatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan
dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara
lengkap dan rinci. Apabila memungkinkan, dapat dilakukan
pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan
efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan

proses pelaksanaannya.
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BAB VII
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TRIWULANAN DAN TAHUNAN

TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan
kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk
melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya
akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib,
dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat Kkepada
pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga
diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk
dapat mempertanggungjawabkan mandat/ kewenangannya
kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Instansi
pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan
keberhasilan/ kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media
utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan
kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam
suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Tujuan dari disusunnya
LKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau
_pimpinan kolektif lembaga/ instansi kepada pihak-pihak yang
memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP
merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab
tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap
manajer/pejabat publik.

LKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi;

2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;
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3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik
perencanaan  program/kegiatan maupun perencanaan
penggunaan sumber daya organisasi instansi;

4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih
tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap instansi;

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; dan

6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat (akuntabel).

. PRINSIP PENYUSUNAN LKIP

Prinsipl penyusunan LKIP pada umumnya mengikuti prinsip
penyusunan laporan yang lazim menjadi syarat dapat disusunnya
laporan yang baik, yaitu laporan harus disusun secara jujur,
objektif, dan transparan. Di samping itu, masih ada beberapa
prinsip lain yang perlu dicermati dan sangat penting yaitu:

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal vyang
dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik
kegagalan maupun keberhasilan. Pihak yang melaporkan
harus dapat menuangkan secara  jelas lingkup
pertanggungjawaban, baik hal-hal yang dapat dikendalikan
(controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) kepada pihak pengguna laporan, sechingga
memudahkan dalam memahami laporan tersebut.

2. Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal
vang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-

_upaya tindak lanjut. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik
keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan atau
penyimpangan-penyimpangan antara  realisasi  dengan

target/standar/rencana/ anggaran.
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3. Prinsip manfaat. Manfaat penyusunan laporan harus lebih
besar daripada biayanya dan laporan tersebut bermanfaat
bagi peningkatan pencapaian kinerja instansi.

Beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu,
dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan
cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten,
tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi,
berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan
terstandardisasi perlu pula diperhatikan dalam penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. RUANG LINGKUP ISI PELAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

Ruang lingkup pelaporan meliputi segala sesuatu yang
berkaitan dengan tanggung jawab atas mandat yang diberikan,
pendelegasian wewenang ataupun amanah kepada seorang
pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan
untuk mencapai misinya.

Pada intinya, lingkup pelaporan AKIP yang dituangkan
dalam LKIP adalah kinerja instansi pemerintah dalam arti
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan
instansi pemerintah. LKIP secara lebih lengkap meliputi
pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban instansi,
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja
instansi, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja.

Dalam rencana strategis disajikan gambaran singkat
mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, cara
mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan program.

Sedangkan dalam rencana kinerja diungkapkan kegiatan-
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program
untuk tahun yang bersangkutan. Dalam pengungkapan
akuntabilitas  kinerja instansi, selain dipaparkan hasil
pengukuran kinerja, evaluasi Kinerja, dan analisis akuntabilitas

kinerja, juga diuraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan,
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hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh instansi.

Selain  itu, lingkup pelaporan AKIP juga meliputi
akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya,
termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi.
Mengingat luasnya cakupan dan lingkup vang dilaporkan, agar
lebih bermanfaat, LKIP hendaknya lebih banyak melaporkan
penyajlan data dan fakta secara analisis kinerja organisasi
instansi.

Bagian yang disajikan pada BAB III LKIP akan menjadi
fokus utama dari materi vyang dilaporkan. Untuk lebih
memfokuskan pelaporan AKIP ini maka substansi yang
dilaporkan hendaknya lebih ditekankan pada kinerja utama unit
atau program-program utama dari organisasi. Dengan tidak
mengurangi pentingnya unit-unit yang bersifat penunjang dan
program-program penunjang maupun aktivitas penunjang,
pelaporan kinerja unit utama dan program utama hendaknya
mendapat perhatian yang lebih besar dari pimpinan instansi yang
menyusun LKIP.

Pelaporan AKIP ini di samping melaporkan aktivitas atau
program yang controllable juga melaporkan program atau kegiatan
vang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh organisasi instansi
(uncontrollable). Hal ini dianggap penting karena partisipasi
“instansi pemerintah dewasa ini terfragmentasi kepada bidang-
bidang yang sangat luas yang tidak mungkin dikelola hanya oleh
satu lembaga saja. Disinilah perlunya usaha-usaha koordinasi
dan sinkronisasi bahkan persetujuan oleh pimpinan puncak.
Oleh karena itu, LKIP diharapkan dapat difungsikan sebagai
salah satu sarana untuk perwujudan good governance di samping

juga untuk perbaikan manajemen.



D. PRINSIP - PRINSIP LKIP

Penyusunan LAKIP (penyusunannya bersifat akademis),
harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu
laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan
transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:

a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan
harus proporsional dengan lingkup kewenangan, tanggung
Jawab, tugas pokok dan fungsi utama masing-masing PD dan
memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
Kegiatan-kegiatan pendukung seperti administrasi
perkantoran tidak perlu dilaporkan dalam LKIP;

b. Prinsip prioritas, vang dilaporkan adalah hal-hal yang penting
dan relevan bagi pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-
upaya tindak lanjutnya; dan

c. Prinsip rhanfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar
daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus
mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri
laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya
diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk
yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar
bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable),
lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang

ditetapkan.

E. FORMAT LKIP
Agar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
lebih berguna untuk umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, bentuk dan isi laporan akuntabilitas kinerja
perlu diseragamkan outline-nya, tanpa mengabaikan keunikan
masing-masing unit organisasi instansi pemerintah.
Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi

keberagaman yang cenderung menjauhkan pemenuhan prasyarat
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minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam laporan
ini. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang
bersifat rutin, sehingga pembandingan-pembandingan dapat
dilakukan secara memadai. Laporan akuntabilitas kinerja dapat
dimasukkan pada kategori laporan rutin karena paling tidak
disusun dan  disampaikan kepada  pihak-pihak yang
berkepentingan setahun sekali.

Suatu format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diharapkan akan mencapai tujuan-tujuan sebagai
berikut:

1. Laporan berisi informasi minimal agar mencapai dua tujuan
sekaligus, yaitu untuk akuntabilitas dan untuk umpan balik
bagi pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja;

2. Untuk tujuan evaluasi, format yang standar ini dapat
digunakan untuk mencek praktik-praktik manajemen
pemerintahan yang baik; dan

3. Format yang standar ini dapat digunakan sebagai prototype
laporan yang akan diperbaiki terus-menerus, baik dari segi
penyusunan maupun penyajian informasinya.

Format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah  diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak
eksternal untuk mengakses dan mengevaluasi.

Hal ini akan dapat memudahkan pihak internal untuk
memberikan informasi-informasi yang setidaknya disepakati
untuk mencapai tujuan pelaporan. Berikut ini disajikan format
. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai

berikut:



OUTLINE
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi

yvang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam

perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil

pengukuran kinerja.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi
pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta
“kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan
pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi

kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang organisasi serta
uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi

(gambaran umum tupoksi).



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab i disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana
strategis, KINERJA dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini
disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih
orgarusasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana
kaitannya dengan capaian visi dan misi organisast.

Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis organisasi, mulai dari

visi, nusl, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

Rencana Kinerja

Disgjikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan,
terutarma menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai
sasaran sesual dengan program pada tahun tersebut, dan
indikator keberhasilan pencapaiannya.

Perjanjian Kinerja

Disagjikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan
dyelaskan apakah ada perbedaan antara target kineria pada

Rencana Kinerja dengan yang di Penetapan Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,
evaluast, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya
menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan,
hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu,
dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan
alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau
tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator

kinerja efisiensi.

BAB IV. PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi



Ln
L

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan,
gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana,
metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak
diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam
lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan
perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang
ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak,
hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar

tabel secukupnya.



BAB VIII
PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dibangun  dan  dikembangkan dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai.

Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik
wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik
organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP dalam
SAKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis,
penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja intansi pemerintah
LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja,
dan alat pendorong terwujudnya good governance dan clean
goverment Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP ini juga
berfungsi sebagai media pertangungjawaban kepada publik. Semua
itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh PD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta instansi terkait.
Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai
perwujudan pelaksanaan Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi
semua PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam
menerapkan Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), baik format/bentuk, substansi, proses dan waktu.



pelaksanaannya, sehingga penerapannya menjadi lebih baik dari
kualitas, akuntabilitas dan tepat waktu.

Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi
penyempurnaan pedoman ini tetap diperlukan, agar tujuan
penyusunan dokumen-dokumen dalam penerapan Sistem AKIP

sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
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KEPALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN IT : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 119 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 November 2022

A. RENCANA STRATEGIS

Penyajian rancangan Rencana Strategis PD dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana
Strategis PD, fungsi Rencana Strategis PD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Rencana Strategis PD, keterkaitan Rencana Strategis PD
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.

B. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
PD.

. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Rencana Strategis PD.

D.Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana
Strategis PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capatan- capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan
capalan program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra PD ini.



A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala PD. Uraian tentang struktur PD ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
PD(proses, prosedur, mekanisme).

B.Sumber Daya PD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit
usaha yang masih operastonal.

C.Kinerja Pelayanan PD

Bagitan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD
berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis PD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya
seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah. Format penyajiannya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel ...
Pencapailan Kinerja Pelayanan PD*)................. Kab/Kota**)..................

Indikator T{inﬁ't’j_u Target Renstra | Realisasi Capaia_n Rasio Capaian ETE:-.'I_H-

: Target T
oy 5esual dengan | Target Target | o FD Tahun ke- Tahun ke- | Tehinke-
"O' tugasdan | SPM | Ik | [Mdikator |

1 Laimnya 1|2 4|5 ] 115 21343
Fungsi PD ARTITLY 3 S|t (253|454 1 5

(11 2] (3 | {5 B TE (B (3| 1) (CLVh B2 L3 R (0S| (1E) {17y (18] e (20)
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Tabel ...
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD* ... .. Kab/Kota**)..
- Anggaran pada Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
Uraian Tahun ke- pada Tahun ke- { }}nggaran Tahun ke- Pertumbuhan |
Ea Ty
) L{2{3|4)|53|1|2]|3 4 S 1 z 3 4 3 |Anggaran |Realisasi
(8] (20 @3 (48 6) () 8 (% (10) | (11) (121 (13) | (4 (15) | (16) (17) (1g)

*} diisikan dengan nama PD
**} diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota ***) disesuaikan dengan kewenangan PD

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja
interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian tabel kinerja pelayanan PD, interpretasi
sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya
kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja
target telah tercapai, faktor apa saja vang mempengaruhi
keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja
target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum
berhasilnya

pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan PD
ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian tabel anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan PD, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi
dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada
perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya
mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD, misalnya
prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber
dava manusia), progres pelaksanaan program, dan
sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan
pelayvanan PD.
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D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana
Strategis K/L dan Rencana Strategis PD Kabupaten/Kota,
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

A. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinva.
Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran
Pelayanan PD.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali

Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD
yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan
Wakil Wali Kota. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu
strategis pelayanan PD.

C. Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis
Bagian in1 mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis
K/L ataupun Rencana Strategis.

D.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari
implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan PD ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan PD;
2. sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis PD;



4. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan

5. implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Rencana Strategis PD tahun rencana.

BAB 1V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel ...
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelavanan PD

TARGET KINERJA SAS

N, | TUIUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN ————— — ————

i1 P2 ()] 14

B. Strategi dan Kebijakan PD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi
dan kebijakan PD dalam 5 (lima} tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN., INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIRKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan xegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikati
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun
penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.



Tabel ....
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif PD........................... *)
Kab/Kota......c...ccooeienne **)
[ Indikater | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
| Kondisi
Kinerja . 5
s N . N Unit Kerja
) ) | indikator | Program dan Program _D_fjuf_t_Capare_m Tahun-1 Tahun-2 | Tahun-3 Tahun— Tahun-3 Kinerja pada PD Penang-
lujuan Sasnrn Worir - Pada Tanua Awil 3 ;
x Sasagran Kegialan P alchir periode Zung-
erencanaan R PD jewal
{outcome) | Frenstra J
Kegiatan targeT| BeTanmet Rp (targel) Rp [tarpei| Rp urees| Ro | Erget Rp
| ! | loutputt | 1 1 1 . ! | - ! |
i1 12) 131 e 15) i 7] Bl [ (10} Haagl preg dkm| o (155 (16 (18T & | e {20
I‘uJL.an 'I1|.!I-'I"=i|'| ngrarn
.K.cgiatan -
Tujtan gﬂsa.“ﬂn Program
. Kegiatan .
Dst
Eu;uan El-}asaran Pro -
| [ .Keglatan .

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5
(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel ....
indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

. Target Capaian Setiap Tahun
-, - Kinerja pada awal Kondisi Kinerja pada akhir
NUIndikator  perjode RFJMD | _ pericde RPJMD
Tahun O Tahun Tahun Tahun |Tehun Tahun
1 2 3 4 5

() 2 (3) ) {5l (6) {7 (®) 9

Loefcaal

[ 121y
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Tatakala Waktu Penyusunan Rancangan Rencana Strategis PD:
1. Kepala PD menyampaikan rancangan Renstra PD kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Wali
Kota diterima
2. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra PD,
sebagal bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD
menjadi rancangan RPJMD.
Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu
disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra
PD disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

[FF)

¢) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

(1) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan
penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman
pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2} Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk
mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

d) Penetapan RENSTRA PD

(1) Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala PD
kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk
memperoleh pengesahan Wali Kota.

(2) Rancangan akhir Renstra PD diverifikasi akhir oleh
Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kota
Bandung.

(3} Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan
akhir Renstra PD lainnya.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan  Pemerintah  Daerah Kota Bandung
menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang
telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada
kepala daerah guna memperoleh pengesahan.

(9) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada poin 4,
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



(6) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan
Keputusan Wali Kota, paling lama 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

{7) Kepala PD menyesuaikan Renstra PD berdasarkan
Keputusan Wali Kota tentang pengesahan Renstra PD dan
diserahkan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah
Daerah Kota Bandung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
pengesahan Renstra PD oleh kepala daerah.

(8) Rencana strategis PD ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota setelah RPJMD ditetapkan.

A. TATA CARA PENYUSUNAN HASIL REVIU RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS
Tahun ..... s/d ......

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
...... .. {(PD) ........... KOTA BANDUNG TAHUN......
Nomor

Pada hariini .......... , Tanggal ......... Bulan ............... Tahun ..... , kami
Tim Reviu .... (PD) ....... , yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Kepala ..... (PD) ..... Kota Bandung Nomor : .................. Tanggal
,,,,,,,,,,, , telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) .... (PD) ..... , dengan rincian hasil sebagai berikut
I. VIsi

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI
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b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

c. Uraian Visi Setelah Reviu

VISI
(Setelah Reviu)

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Revin

VISI MISI

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

MISI

N

c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI
{setelah reviu)
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III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI TUJUAN

ML bt

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

1.

2
3.
4

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN
(setelah reviu)

sl [l RS

iv. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJSUAN ' SASARAN

1.
2.

N
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b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

1.

2
3.
4

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

| SASARAN

; (setelah reviu)

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN INDIKATOR KINERJA

S 2

SJ']

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator

Kinerja

=

ol u| alw
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¢. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA
(sebelum reviu)

INDIKATOR KINERJA
(setelah reviu)

Vi. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN

IKU

al B w| e

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

¢. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU
(sebelum reviu)

IKU
{setelah reviu)

2. 2.

3. == 3. a
4. 4.

5. 5.




ViI. FORMULASI
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INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu
. Cara -Keterangan
Inc_hkat.or Alasan Pengukuran / Kriteria
Kinerja (sebelum bel bel
Sasaran reviu) (se elum {se elum
reviuy) reviu)

b. Rekomendasi Tim Reviu /Narasumber tentang Formulasi

IKS

¢. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator
Kinerja
Sasaran

Alasan

(setelah
reviu)

Pengukuran

(setelah
reviu)

' Keterangan

/ Kriteria
(setelah
reviu)




VIII. TARGET KINERJA
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a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

KONDISI | TARGET KINER.JA PADA TAHUN KONDISI \
SATUA | AWAL |
INDIKATOR KINERJA = RENSTRA | AKHIR
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RENSTRA
(2013) |
]
(1) (2} 3) ) (S (6] (7) (8} (9}
1
1. !
7.
R |
4. - T

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target

Kinerja Sasaran

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU)} Setelah Reviu

: "
KngI TARGET KINERJA PADA TAHUN HONDISI
INDIKATOR KINERJA | SATUAN RENSTRA AKHIR
N 2014 2015 2016 2017 2018 | RENSTRA
(2013)
] i2] (3) () (5) (6) {7) (8) 19)

NN

Berdasarkan hasil reviu tersebut di

sebagai berikut :

atas maka Tahbel Rencana
Strategis .... (PD) ...... 20....-20.... Hasil Reviu Tahun ......., adalah

| RONDISI
INDIKATOR AWAL
NO | TUJUAN | SASARAN | “pinvppra | SATUAN | cENSTRA | 2019 | 2026
(2013} |
{1 {2} (3) (%) (3 {6) (73 (8}

2021

{9

TARGET KINERJA PADA TAHUN | KONDISI |

AKHIR |
2022 232 | RENSTRA |
(2018)

e a0 e
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Bandung, ...l
Mengetahui : Tim Reviu Renstra dan IKU ... (PD} ..... '
Kepala ..... | e
(PDj) ..... 1. KetwnaTim s | e
Kota
Bandung Nama |{tanda
......... tangan )
i
: | 2. Anggota -
Nama |
Pangkat Nama |(tanda
NIP. eieeeo. | tangan )
| 3. Anggota -

4. Narasumber

:

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TINGKAT KOTA
DAN PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA / PD ..........
TAHUN .............
PENJELASAN
KINERJA UTAMA | PIKATOR FORMULASI / = BETERARGAN
{TUJUAN/SASARAN) Klqu, RJM qA CARA S%lﬁfa PENJE/LASAN
PENGUKURAN
_{1) (2) {3) 4 (5}
Bandung, ......ccoooniii il

Wali Kota/ Kepala PD/Unit Kerja
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Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis PEMDA sesuai dengan
RPJMD atau Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan
dokumen Renstra PD;

2. Kolom (2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang
relevan dengan sasaran strategis PEMDA atau JANJI POLITIK
Kepala Daerah sesuai dengan Dokumen RPIMD atau Kolom (2] diisi
dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan
sasaran strategis Renstra PD atau vang menjadi Core Bussines
Organisasi atau Lembaga,;

3. Kolom (3) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator
Kinerja;

4. Kolom (4) diisi dengan alasan kenapa dijadikan IKU;

5. Kolom (5) diisi dengan formulasi atau rumusan perhitungan sesuat
perundang-undangan yang berlaku;

6. Kolom (6) diisi dengan PD/Unit kerja pengampu
(penanggungjawab);

7. Kolom (7) diisi dengan persyaratan atau Kkriteria penilaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

PD : (a)
TAHUN : (b)

Kinerja | Indikator Kin - . _ Indikator Anggaran ]
, _ . . Target  Program | Kegiatan | Target .
| (Sasaran) Kinerja ; | Kegiatan |

(1 ) @ W © | m

Petunjuk Pengisian:

1.. Header (a) diisi nama unit organisasi;

2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;

3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis organisasi/ Pemerintah
Kota/ PD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka
menengah;

4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis
organisasi/Pemerintah Kota/ Perangkat Daerah dalam koiom
(1);

5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing
indikator kinerja sasaran.
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Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) :
BAB 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika

BAB II Rencana Strategis

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
2.4 Indikator dan target

BAB Il  Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

3.1 Capaian Kinerja Tahun sebelumnya
3.2 Capaian Kinerja Triwulan berjalan
3.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun

sebelumnya dan Tahun berjalan
BAB IV Rencana Kinerja Tahun N-1
4.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun N-1
a... Indikator Kinerja Utama Tahun N-1
b... Analisis Perbandingan Target Kinerja Tahun
sebelumnya, Tahun berjalan dan Tahun N-1
¢... Rencana Kinerja Tahun N-1
4.2 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun
N-1
B.AB \% Penutup



D. PERJANJIAN KINERJA

D.1.1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGEKAT UNIT
ORGANISASI/ PERANGKAT DAERAH

N e e I

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
(PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA) KOTA BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ........

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

{(Wali Kota Bandung) (Kepala PD)
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PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA P R RSR (a)
TAHUN ANGGARAN : ....... (b)
_ TARGET | TARGET TRIWULAN

NO | B SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | \ypuNaN | T | 10 [ m | v
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9)
NnO | PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA
(10) (11) (12) (13)

_ Rp.

JUMLAH Rp. |

Bandung, ..........................

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
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Petunjuk Pengisian :

1.
2.

3.
4

11.

12.

Header (a) diisi dengan Nama Perangkat Daerah

Header (b} diisi dengan Tahun Anggaran vyang akan
diperjanjikan

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

. Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran strategis PD sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis PD. Sasaran strategis PD
sckurang-kurangnya adalah output

Contoh : Dinas Pertanian

“ Meningkatnya produksi tanaman pangan “

Kolom (3} diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari
PD sesuai dengan dokumen Renstra PD ataupun berdasarkan
penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah
indikator kinerja outcome;

Contoh :

* Presentase peningkatan produksi padi

¢ Presentase peningkatan produksi jagung

*» Presentase peningkatan produksi kedelai

Kolom (4) diisi sesuai dengan karakter indikator
Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan
dicapai dari setiap indikator kinerja;

. Kolom (6}, (7), (8) dan (9) diisi dengan pembagian dari target

tahunan yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator
kinerja
Kolom (10} diisi dengan nomor urut

. Kolom (11) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/

pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja
organisasi,

Kolom (12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada
kegiatan yvang bersangkutan:

Kolom (13) berisi sumber pendanaan.
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D.2.1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Logo Pemerintah Kota -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......

Dalam rangka mewupudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan
dan akuntabel sera berorientast pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama
Jabatan

Pada tahun ... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesual
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah
sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

B

Wali Kota Bandung
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D.2.2. FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH

KOTA BANDUNG

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KOTA

“©o

Kota ' (&
ranun Anggaran (b}
Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target
(1] {2) (3)
Jumlah Anggaran Tahun. .. ~Rp . (¢}

Wali Kota Bandung

Petunjuk Pengisian:

1
2
3

Header (a} dist dengan Nama Provinsi’KabupateniKota

Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjaniikan

Kolom (1) diisi dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJINMD,
Sasaran strategis PEMDA adatah outcome dan output penting;
"Meningkatnya Pendapatan Petani”

. Kolom {2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan

Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD ataupun berdasarkan
penetapan IKU {Indikator kinerja setiap sasaran dimungkinkan lebih dari satu
Indikator).

Contoh

+ Persentase peningkatan pendapatan petani.

« Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam

Kolom (3) disi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari
setiap indikator kinerja, {Jika indikatornya berupa jumlah/ kuantitas sesuatu,

maka harus disertakan satuannya)

10.Footer (¢} diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan

akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis
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D.3 PERJANJIAN KINERJA ESSELON 3 DAN 4

LOGO

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

NAMA UNIT ORGANISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penhargaan dan sanksi.

Bandung,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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PERJANJIAN KINERJA

PERANGEKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

NO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
i 2 3 4 S
No Program Anggaran (Rp) Sumber

PIHAK KEDUA

Bandung,

PIHAK PERTAMA
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E. FORMULIR INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

UNIT KERJA :
TAHUN ANGGARAN : 20 .. (b)

E.1. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Atasan Langsung

Pangkat

Nama Jabatan Eselon 3 / 4

Pangkat

TARGET TARGET TRIWULAN
NO SASARAN INDIK_ATOR KINERJA SATUAN | .\ ovaAN 3 = o
(1) (2) - (3) (4) (5) (6) (7) (8) Q)
M l
NO PROGRAM /KEGIATAN ~ ANGGARAN | SUMBER DANA
(10) (11) B (12) | (13)
!' Rp. .
| JUMLAH B | Rp. |
Bandung, ...




Petunjuk Pengisian :

9.

10.

11.

12.

Header (a) diisi dengan Nama Perangkat Daerah;

Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan
diperjanjikan;

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran strategis PD sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis PD. Sasaran strategis PD
sekurang-kurangnya adalah output

Contoh : Dinas Pertanian

“ Meningkatnya produksi tanaman pangan ©

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari
PD sesuai dengan dokumen Renstra PD ataupun berdasarkan
penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah
indikator kinerja outcome;

Contoh :

e Presentase peningkatan produksi padi

e Presentase peningkatan produksi jagung

e Presentase peningkatan produksi kedelai

. Kolom (4) diist sesuai dengan karakter indikator;
. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan

dicapai dari setiap indikator kinerja;

Kolom (6), (7), (8) dan (9) diisi dengan pembagian dari target
tahunan yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator
kinerja; '

Kolom (10} diisi dengan nomor urut;

Kolom (11) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/
pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja
organisasi;

Kolom (12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada
kegiatan yang bersangkutan,;

Kolom (13) berisi sumber pendanaan.
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E.2. PENGUKURAN CAPAIAN IKI

CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

. R Keuangan
Kinerja
No | | [
Sasaran Indikator | Satuan | Target | Realisasi (%) Progra | Kegiata Pagu | Realisasi| % Heterangan
m n Output
|
1 2 3 4 3 6 T 8 9 10 11 12

10.
11.

12.

. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis PD atau turun satu tingkat

dibawahnnya yang bersifat output sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja;

- Kolom (2} diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis PD atau

turun satu tingkat dibawahnya yang bersifat output sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja;

- Kolom (3) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator

Kinerja;

. Kolom (4) diisi dengan persentase pencapaian target dari masinng-

masing;

- Kolom (5] diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator

kinerja;

. Kolom (6) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-

masing indikator kinerja dengan rumus;

. Kolom (7) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;

. Kolom (8) diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian program;

- Kolom (9) diisi dengan jumlah anggarankegiatan yang tertera di

program kegiatan (DPA);

Kolom (10) diisi dengan realisasi masing-masing kegiatan;

Kolom (11) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-
masing kegiatan dengan rumus;

Kolom (12) diisi dengan barang atau jasa yvang dihasilkan
oleh  kegiatan, vyang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;



Formulir Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

ASesERIs R e rsuesue s aaransITIaT LN Ses ... {Eselon 2)
TAHUN 20 ..

Ssl:i:i:;rils I;c};]:;:r Satuan T:;:g;:n Tr‘ilvt:lslg:r:an Program |Anggaran| Target Pm}i:ff; ng Kegiatan Anggaran| Target Per?;:ff; ng
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

Trw 1 = Prop 1 Trw 1 = Keg 1 Trw 1 =

Trw 2 = Trw 2 = Trw 2 =

Trw 3 = Trw 3 = Trw 3 =

B Trw 4 = Trw 4 = ' Trw 4 =

- Keg 2 Trw -

i Trw 2 =

Trw 3 =
= o Trw 4 = |

Prog 2 Trw L = Keg 1 Trw 1 =

Trw 2 = Trw 2 = T

i Trw 3 = Trw 3 =

Trw 4= Trw 4 =
[ Bl Keg 2 Trw 1 = |

Trw 2 =

S Trw 3 =

- Trw 4 =

Bandung, ............. AR
Kepala ssimii
Pangkat



86

Petunjuk Pengisian:

10.

11.

12.

13.

14,

. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai dengan

dokumen Renstra PD;

. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang

relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;

. Kolom (4) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator

Kinerja;

. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan

dicapai dari setiap indikator kinerja;

. Kolom (6) diisi dengan pembagian dari target tahunan yang

diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;

Kolom (7) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;

Kolom (8) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada
program bersangkutan;

Kolom (9) diisi dengan angka target (triwulan) yang diperjanjikan
yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja;

Kolom (10) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Kolom (11} diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian program;

Kolom (12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan
bersangkutan;

Kolom (13) diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target
diperjanjikan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
Kolom (14) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).



F.2. RENCANA AKSI ESSELON 3

37

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

EEAmaEwEE

TAHUN 20 ..

Atasan Langsung

Nama Jabatan Eselon 3

..................................

No Sasaran I];{':jriar;:r Satuan | Target Program | Anggaran Target Kegiatan | Anggaran Target Per}ir:ff; nE
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
Prog | Trw 1= Kep 1 Trw 1 =
Trw 2= Trw 2 =
) Trw 3 = Trw 3 =
Trw4 = Trw 4 =
H.egi? Trw 1= |
Trw2 =
= Trir 3 = i
Trw 4 =
Prog 2 Trw 1l = Heg 1 Trw 1 = i
Trw 2= Trw 2=
Trw 3 = Trw 3 =
Trw 4 = Trw 4 =
Keg 2 Trwr 1=
|Tew 2= il
Trwd=
Trw 4 = _.
Bandung, ...
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Petunjuk Pengisian:

10.

11.

12.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan sasaran PD sesuai dengan dokumen Renstra
PD;

Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan
dengan sasaran strategis Renstra PD;

Kolom (4) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator
Kinerja;

Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan
dicapai dari setiap Indikator Kinerja,

Kolom (6) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;

Kolom (7) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan
bersangkutan;

Kolom (8) diisi dengan angka target (triwulan) yang diperjanjikan yang
akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja,

Kolom (9} diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian program;

Kolom (10) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan
bersangkutan;

Kolom (11} diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target
diperjanjikan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;

Kolom (12) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku pejabat
pelaksana teknis kegiatan (PPTK).



F.3. RENCANA AKSI ESELON 4

39

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
svisiesnnsssarsnnssnnvesrine (ES 4)
TAHUN 20 ..

GAamsamsEmE .

Sasaran

Kinerja

Indikator

Satuan

Target

Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab

2

3

5

6

7

8

9

Kep 1

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Keg 2

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Keg 3

Trw 1=

Trw 2 =

Trw 3=

Trw 4 =

Keg 4

Trw 1 =

Trw 2 =

Trw 3 =

Trw 4 =

Atasan Langsung

Pangkat

NIP. cqiwmemessmaseasmmmsmenss

Bandung, _—
Nama Jabatan Ese

lon 4

Pangkét

NIP.canuissmrssmmens
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

2. Kolom (2) diisi dengan sasaran PD sesuai dengan dokumen
Renstra PD;

3. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang
relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;

4. Kolom (4) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan
Indikator Kinerja;

5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan
dicapat dari setiap Indikator Kinerja;

6. Kolom (6) diisi dengan diisi dengan nama kegiatan utama/pokok
yvang relevan digunakan untuk menunjang pencapaian program;

7. Kolom (7) diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target
diperjanjikan yang akan dicapai darn setiap indikator kinerja;

&. Kolom (8) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).



XU
Nali Kota

—
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F.4. RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

FORMAT RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 20..

Rencana Aksi (NAMA DINAS)

Periode 20.. - 20..
Tahun 20..
Target Bulan ke
n =3 i 5 it 18 1 a9
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F.4. RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

FORMAT RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 20..

Rencana Aks] {NAMA DINAS)
Periode 20.. - 20.,
Tahun 20.,
Target Bular ke
Sare |y Sasionn | ledibaes iedikalss Taggnt T
) } " i neSgEu
Stualegis || Triger Ssatgin 70 Rinerls Frojitam HKeglatan Bub Hagiatin | - Angguran Atifitas Alblina Tabinan wa
REJMD danuar) Febraari Maret Agartd Ha| duni hadi fpuilsm | Seplember | Gkigher | Npvemder | Denember
2 : | L] ] & T i ¥ in Ik 7 [ I+ I H.] 7 i v i il HF] ) ae 15 an
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Petunjuk Pengisian:

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai dengan
dokumen RPJMD;

Kolom (3) diisi dengan IKU Kota yang relevan dengan sasaran
strategis Renstra PD.

Kolom (4) diisi dengan Target Tahunan [KU Perangkat Daerah
Kolom (5) diisi dengan diisi dengan Indikator yang relevan dengan
sasaran strategis Renstra PD.

Kolom (6) diisi dengan indikator yang relevan dengan sasaran
strategis Renstra PD.

. Kolom (7) diisi dengan Program sesuai dengan dokumen Renstra

PD.

Kolom (8) diisi dengan Kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra
PD.

Kolom (9) diisi dengan Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen
Renstra PD.

Kolom (10) diisi dengan nilai/pagu anggaran sub kegiatan selama
satu tahun berjalan.

Kolom (11) diisi dengan aktivitas yang relevan dalam rangka
pencapaian sub kegiatan dan atau sasaran langkah aksi.

Kolom (12) diist dengan indikator aktivitas / langkah aksi.

Kolom (13) diisi dengan target indikator sub kegiatan tahunan.
Kolom (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) diisi dengan
target indikator sub kegiatan sesuai waktu / bulan.

Kolom (26) diisi dengan Nama Penanggung Jawab

Kolom (27) diisi dengan Nama Jabatan
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F.5 REALISASI LANGKAH AKSI PERANGKAT DAERAH
FORMAT LAPORAN REALISASI LANGKAH AKSI PERANGKAT DAERAH

ISASI LANGKAH AKSI

TAHUN 20..

RIA : SASARAN SUB KEGIATAN
N v2lL...
AMPU
TAN
; HEALISAS! BULAN KE- ARAN
TERAHWT szt et wm::um RSN ERIIATAN HEESI‘EAH ml.“ﬁ:.'HIT::w l'::imn il B 1 1 3 i 5 & 7 ] L] 10 11 wt:llm TARGET R!::!{m.b UHJ;HI‘ '
1 1 i | i ¥ 1 L] i t u i i 1 1 u il n 1 i n b n n ﬁ
Cuiup belas | Swaran | Indikator | Capaianineo | Progrem  |cokupjelas | cukip jolas |0 inputpace  |diisl i sl satuan |of 1= target abumallast  [Dilsl pagu \0Hial realisasi OPA kolom 27 Ina
Renstra PD | Saserd  |Sasaran Renstra PD)  umasan meeny Aomstre  lindlartar sub (indliartar 1Irb:likas|ur | [4olam 138/d [OPADRA | DPA Perubahan |cibagl
fienstra PO undate pomennlah kopiatan  Jsub b 24 il Perubiahan kitlom 36
daecah egiatin  kegatan disi jumlah/volume hasil sub kegiatan sesuai waktu / bulan realisasinya ::;"' Lo ol 1005

T3ungn
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Petunjuk Pengisian:

1
2.
3

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

1
Kolom (2) diisi dengan nama Perangkat Daerah.

. Kolom (3) diisi dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra

PD.

Kolom (4) diisi dengan Indikator yang relevan dengan sasaran
strategis Renstra PD.

Kolom (5) diisi dengan Capaian Kinerja Sasaran Renstra PD
update.

Kolom (6) diisi dengan Program sesuai dengan dokumen Renstra
PD.

Kolom (7) diisi dengan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra
PD.

Kolom (8) disii dengan Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen
Renstra PD.

. Kolom (9) diisi dengan langkah aksi/aktivitas yang relevan dalam

rangka pencapaian sub kegiatan dan atau sasaran langkah aksi.
Kolom (10) diisi dengan indikator sub kegiatan/langkah aksi.
Kolom (11) diisi dengan satuan indikator sub kegiatan/langkah
aksi.

Kolom {12} diisi dengan target indikator sub kegiatan/langkah aksi
tahunan.

Kolom (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) diisi dengan
Jjumlah/volume hasil sub kegiatan sesuai waktu / bulan
realisasinya

Kolom (25) diisi dengan akumulasi kolom 13 s/d 24 dibagi kolom
12 kali 100%.

Kolom (26) diisi dengan pagu DPA / DPA Perubahan.

Kolom (27) diisi dengan realisasi DPA / DPA Perubahan.

Kolom (28] diisi dengan kolom 27 dibagi kolom 26 kali 100%.
Kolom (29} diisi dengan Nama Pejabat.

Kolom (30) diisi dengan Nama Jabatan.
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F.6. PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH
DAN PEJABAT STRUKTURAL KOTA BANDUNG

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Peranglkat Daerah : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Elgaran Strategis | Indikator Kinerja  Formulasi Pengukuran | Target | Realisasi | %
(1) _ {2) (3) B . I =) ()
1 S
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahunan...................... Rp cooivviiniien, (c)
Jumlah Realisast Anggaran Kegiatan Tahunan........ Rp ...........ococeiin, (d)

Cara Pengisian

1. Header (a) diisi dengan nama Perangkat Daerah /unit organisasi mandiri;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan
dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2)diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah
sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi Rumusan perhitungan sesuai dengan peraturan perundangan
berlaku;
6. Kolom (4) diisi dengan angka target kinnerja yang akan dicapai dari setiap
indicator sessuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
Kolom (5) diisi dengan realisasi dari masing-masing indicator kinerja;
Kolom (6) diisi dengan persentase pencapaian target dari masinng-masing
indikator kinerja dengan rumus :

G

(1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target
yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian Realisasi*!
Rencana tingkat = X 100%
capaian (target) Rencana**! |

9. Footer (c)diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan
untuk mencapai sasaran strategis;

10. Footer (d)diisi total jumlah realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk
mencapai sasaran strategis.
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F.6.1 PENGUKURAN KINERJA ESELON 2
FORMAT LAPORAN KINERJA SERTA MONITORING DAN EVALUASI INDIVIDU PEGAWAI {(ESELON 2) Tahun ..

Manitoring Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah (PD} Kota Bandung

Periode Pelaksanaan Tahun ............

Indikator dan Target Kinera Perangkat daerah Kota yang mengacu pada sasaran:

| Il I IV 4]
1 2 3 y : i a s B | g | Do | or i
K Rp K Rp K Rp Ap Rp Bp Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas

1

Fi

3
Totsl
Rata-rata capaian kinerja %)
Priedikat kinarja

Faktor pendorong keberhasilan kinerfa:

Fakior penghambal pencapain kinerja:

ﬂndak lanjul yang diparlukan dalam trivulan berikutnya:

Tindak |anjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota berikuinya:




F.6.2 PENGUKURAN KINERJA ESELON 3

FORMAT LAPORAN KINERJA SERTA MONITORING DAN EVALUASI INDIVIDU PEGAWAI (ESELON 3)
TAHUN 20 ..

No

97

Nama Pejabat yang Melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

uuuuuuuuuuuuuu

--------------

--------------

..............

A. LAPORAN CAPAIJAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN Ke - .... / TAHUNAN
S Kinerja I Keuangan

Indikator Keterangan /

Program/ Pagu penjelasan

Sasaran Satuan | Target | Realisasi % (satu | Realisasi % tentang
Outcome Program :
- tahun) Outcome/Hasil |
/Hasil . i
yang dicapai
2 3 4 5 6 7=6/5 8 g 10 11=10/9 | 12

||||||||||
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B. LAPORAN DATA , PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Data yang relevan dengan target kinerja triwulan (output/outcome)

Formulasi Pengukuran (outcome)

Pengukuran Kinerja (outcome)

a. Bandingkan realisasi kinerja triwulan ini pelaporan dengan targetnya

E}:;!ii]élr?zl b. Bandingkan capaian kinerja triwulan ini dengan triwulan sebelumnya
¢. Bandingkan capaian kinerja triwulan ini dengan target akhir tahun
‘a. Jelaskan faktor penyebab keberhasilan /kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan dan alternaive solusi triwulan berikutnya yang
direkomendasikan

Analisis .

Kinerja b. Jelaskan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, waktu,

sarana/prasarana, SDM, dll}

c. Jelaskan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
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2 | Formulasi Pengukuran (outcome)

3 | Pengukuran Kinerja {outcome)

a. Bandingkan realisasi kinerja triwulan ini pelaporan dengan targetnya

4 E;illl:g:l b. Bandingkan capaian kinerja triwulan ini dengan triwulan sebelumnya
¢. Bandingkan capaian kinerja triwulan ini dengan target akhir tahun
a. Jelaskan faktor peliyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan dan alternaive sclusi triwulan berikutnya yang
direkomendasikan

Analisis .
S Kinerja b. Jelaskan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, waktu,

sarana/prasarana, SDM, dlj)

¢. Jelaskan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

C. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja RATA-RATA yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam

melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria :




Petunjuk Pengisian:

® N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan sasaran Program sesuai dengan dokumen
Renstra PD;

Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Program yang
relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;

Kolom (4) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan
Indikator Kinerja;

Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan
dicapai dari setiap Indikator Kinerja;

Kolom (6) diisi dengan realisasi target triwulanan dalam tahun
berjalan;

Kolom (7) diisi dengan persentase dari realisasi dibagi target;
Kolom (8) diisi dengan program sesuai dengan dokumen Rentrsa
PD;

Kolom (9) diisi dengan nilai/pagu anggaran program selama satu
tahun berjalan;

Kolom (10) diisi dengan realiasi program triwulanan dalam tahun
berjalan;

Kolom (11) diisi dengan persentase dari realiasi dibagi dengan
pagu anggaran;

Kolom (12) diisi dengan penjelasan tentang outcome atau hasil
yang dicapai.

Baris (B.1) diisi dengan rincian realisasi target triwulanan dalam
tahun berjalan;

Baris (B.2} diisi dengan rumusan perhitungan sesuai dengan
peraturan perundang perundangan berlaku;

Baris (B.3) diisi dengan persentase pencapaian target triwulanan
dalam tahun berjalan

Baris (B.4.a) diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan
target triwulanan dan tahunan berjalan;

Baris (B.4.b) diisi dengan perbandingan capaian kinerja triwulan
berjalan dengan triwulan sebelumnya;

Baris (B.4.c) diisi dengan perbandingan capaian kinerja triwulan
berjalan dengan tahun berjalan;

Baris (B.5.a) diisi dengan faktor penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan dan alternaive solusi
triwulan berikutnya yang direkomendasikan;

Baris (B.5.b) diisi dengan penjclasan efisiensi penggunaan sumber
daya (anggaran, waktu, sarana/prasarana, SDM, dll);

Baris (B.5.c) diisi dengan penjelasan program/ kegiatan yang
menunjang  keberhasilan  ataupun  kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.



F.6.3 PENGUKURAN KINERJA ESELON 4
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FORMAT LAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON 4)
TAHUN 20..

Nama Pejabat yang Melaporkan Capaian Kinerja

Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

Jabatan Pimpinan Pelapor

||||||||||||||

uuuuuuuuuuuuuu

nnnnnnnnnn

----------

3

7=06/5

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN Ke - .... / TAHUNAN
Kinerja : Keuangan
¥ - | e —
Indikator Keterangan /
No Kegiatan/ Pagu penjelasan
Sasaran & Satuan | Target | Realisasi | (%) . (satu | Realisasi % tentang
Ouput Kegiatan
tahun) Output/Keluaran

/Keluaran . .

3 I yang dicapai
8 9 10 11=10/9 | 12
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B. ANALISIS KETERCAPAIAN OUTPUT/OUTCOME DAN KEUANGAN

I. REALISASI KINERJA
A. ANALISIS CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN TERHADAP CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME)/
B. FAKTOR PENDUKUNG :
C. FAKTOR PENGHAMBAT :
D. SOLUSI :
II. REALISASI KEUANGAN
A FAKTOR PENDUKUNG :
B. FAKTOR PENGHAMBAT :
C. SOLUSI :

C. PENILAJAN PIMPINAN / ATASAN LANGSUNG

Berdasarkan Capaian Kinerja RATA-RATA yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria :




D. ARAHAN / SOLUSI DARI PIMPINAN / ATASAN LANGSUNG

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agara Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi
pada tanggal ......... 20..

Jabatan Pimpinan Penerima Laporan

Nama
Pangkat
NIP

Bandung, ... 20 ..

Jabatan Pelapor

Nama
Pangkat
NIP
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Petunjuk Pengisian:

10.

11.

12.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan sesuai dengan dokumen
Renstra PD;

Kolom (3) duisi dengan satu atau lebih Indikator Kegiatan yang
relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;

Kolom (4) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan
Indikator Kinerja;

Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan
dicapai dari setiap Indikator Kinerja,

Kolom ({6) diisi dengan realisasi target triwulanan dalam tahun
berjalan;

Kolom (7) diisi dengan persentase dari realisasi dibagi target;
Kolom (8) diisi dengan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra
PD;

Kolom (9) diisi dengan nilai/pagu anggaran kegiatan selama satu
tahun berjalan;

Kolem (10) diisi dengan realiasi kegiatan triwulanan dalam tahun
berjalan;

Kolom (11) diisi dengan persentase dari realiasi dibagli dengan
pagu anggaran;

Kolom (12) diisi dengan penjelasan tentang outcome atau hasil
yvang dicapai.



105

F.6.4 PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU

RAPORT KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
Nama Pimpinan

Jabatan Pimpinan
Nama Pejabat
Jabatan

.......................
-----------------------
------------------------

------------------------

E. CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan

i
Sasaran |Indikator | Satuan  Target Realisasi | (%) | Program |Kegiatan| Pagu Heterapean

Output

Realisasi %

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran
sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa Saudara Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi termasuk dalam kriteria :

Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI
PILIHAN PIMPINAN

B. ARAHAN / SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta
agara Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
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F.6.5 PENGUKURAN KINERJA BERKALA BERJENJANG

FORMAT LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA BERKALA TRIWULANAN TAHUN 20..

LAPORAN HASIL PENGUKURAN XINERJA BERKALA TRIWULANAN TAHUN ...

PERANGKAT DAERAH
PRIODE PENGUKURAN : TRIWULAN ..... TAHUN ........
ATASAN H
JABATAN ATASAN
PENGAMPU KINERJA
ABATAN PENGAMPU KINERIA !
Pasjarifa Kinevja Triwiubin 1 Teivelun 1 Trivwedan 3 Triwulan 4
Capasan Caqalan
" Sauidan Capakas Copalan Capalan Winurjs
[ProgramXegistan/ | indikator | Satum | Tange Targei | Reafivasi| o K Wimeris | Kaparsngan | Wambatan |Rekormeodasi| Tasget |Maafisasd|  inarls  |Heterangan| Hembastan | Bekomenday Muuligasi| Wnars | (Akuemubssd] | Hetsrangan
Sy Kngiatan] ""m‘““l Triwndian Inl Triwulan ini Triwsitlan ind | 1/d Treasalan
1 1 3 B i 1 ST u ui O ] Ik ¥ 7] Tt ETa] 7] il ] 3 Jlusciees | pe-geetiow
1
2
3
st
Mengetabui/Memantou . Bandung, 20...

Nama Jebatan Atasan

Nama Jabatan Pengampu
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Petunjuk Pengisian:

1
2.
3

10.

11

12.

13.

. Kolom (1) dusi nomor urut sesuai jumlah indikator kinerja.

Kolom (2) diisi sasaran sesuai lampiran 1 Perjanjian Kinerja.

. Kolom (3) diisi indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1

Perjanjian Kinerja.

. Kolom {4) diisi satuan indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1

Perjanjian Kinerja.

Kolom (5) diisi target indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1
Perjanjian Kinerja.

Kolom (6) diisi lokasi pelaksanaan kegiatan fisik / non fisik (bila
specifik), bila tidak specifik diisi dengan tanda strip (-)

Kolom (7) diisi target triwulanan (1,2,3,4) sesuai lampiran 2
dokumen Perjanjian Kinerja.

Kolom (8, 14, 20, 26) diisi Realisasi Kinerja yang dihasilkan pada
triwulan 1, 2,3 atau 4

Kolom (9, 15, 21, 27) diis1 Capaian kinerja hasil perbandingan
realisasi dengan target triwulan 1, 2, 3, atau 4 di kali 100%
Kolom (10, 16, 22, 29) diisi penjelasan dengan simpulan sebagai
berikut : 1) tercapai, 2} tidak tercapai, atau 3) belum/tidak
ditetapkan target berdasarkan peta resiko.

.Kolom (11, 17, 23, 30) diisi hambatan yang dialami bila kinerja

pada kolom 10, 16, 22 atau 29 tidak tercapai (WAJIB).

Kolom (12, 18, 24, 31) diisi Rekomendasi perbaikan/akselerasi
yvang perlu dilakukan pada triwulan berikutnya TERUTAMA bila
kolom 11, 17, 23 dan 30 terdapat hambatan.

Kolom (28) Diisi Capaian kinerja hasil perbandingan akumulasi
realisasi triwulan 1, 2, 3 dan 4 dengan target tahunan kolom 5 di
kali 100%
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G. TATA CARA PENYUSUNAN MEKANISME
PENGUMPULAN DATA KINERJA KOTA DAN PERANGKAT
DAERAH

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan

Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan
Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung telah ditetapkan
dalam Mekanisme Pengumpuan Data Kinerja sebagai acuan
dalam pelaksanaannya. Adapun Mekanisme Pengumpuan Data
Kinerja dimaksud, yaitu ;

1. 1. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan

Pemerintah Kota Bandung:

1.2. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Bandung:
1.3. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah Kota Bandung:
1.4. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Kota Bandung



1.1. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kota Bandung
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PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Para Asisten
Subag.
No. Aktivitas . Sekretaris Kabag. KET
Walikata pDaerah selake Tim Orpad SIAK/Tim Kelengkapan Waktu OCutput
LAE3 dan Staf
1 | Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memonitor Capaian Peraturan Perundang- I meait | Perintah Pelaksana
Kinerja Kota Bandung e 1 imeangan
2 | Memerintahkan para Asisten 1,2 dan 3 selaku Tim Manev untuk Peraturan Perundang- 3menit | Perintah Pelzkszna
. . o undangan, perintah
membuat dan mengumpulkan Data capaian kinerja Kota Bandung g PEFIE
3 | Memerintahkan Kabag Orpad untuk membuat surat ke Perangkat Peraturan Perundang- Imeatt | Perintah Pelaksana
o . undangan, perintah
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perihal 1 o
permohonan data capaian kinerja Kota l
4 | Membuat konsep surat permohonan data dan memerintahkan Sub Peraturan Perundang- S menlt | Konsep Surat
. undangan, parintah Perintah Pelak
Baglan untuk membuat konsep surat serta melengkapi dokumen — P, perines erintan pelaksana
pendukungnya Tislak 1
5 | Menyiapkan konsep surat permohonan data serta menyiapkan Peratusan Perundang- | 30 menit | Keonsep suratdan
L und X Surat Form Pengisian Dat
form pengisian data untuk Perangkat Daerah B i b
6 | Memeriksa dan mendisposisikan konsep kelengkapan surat kepada [ Peraturan Perundang- S menit | Perintah pelaksana,
o ! n q n m | ¥a undangan, Konsep Surat konsep surart yg telah
Asisten Admintstrasi Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa ) A . i
Pangisian Data
7 | Memeriksa dan memaraf surat permohonan data dan Peraturan Perundang- S menit | Perintah pelzksana,
} .. y Xa undangan, Konsep Surat konsep surat yang
ketengkapannya dan memerintahkan Kabag Orpad untuk mengirim Tifak. yang telah di disposisi tetoh diparal den
ke Sekretaris Daerah untuk di tandatangani I g disposisi
8 | Menandatangani Surat dan memerintahkan Kabag. Orpad untuk Kensep Surat yang 3menit | Perintah pelaksana,
e . berdisposlsi dan diparaf konsep surat yang
mendistribusikan surat permohonan data dan kelengkapannya Kabag, Orpad dan celabyditandazanag|
Asisten Pemerinlahan dan di disposis]
9 | Memerintahkan Kasubag SIAK/Tim untuk menindakianjuti perintah N Surat yang telah 3 menit | Perintah pelaksana
. . - . Loatl ditandatangani dan surat yang telah
Sekreteris Daerah dan Asisten Administrasi Umum dan - . yane £
Sekretaris Daarah dan diiandatangani oleh
Kepegawaian telah di disposisi Sekrataris Daerah
10 | Memerintahkan Su bag, SIAKf Tim dan Staf ] Syrat yang Lelah 3menit | Perintah pelaksana
ditandatangani dan surat yang telah
Sekretaris Daerah ditandatangeani cieh
Sekrelaris Daerah

CH
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. - b N
11 | Menyampaikan surat permdhonan data dan kelengkapannya ke Strat yang felah 60menit | Surat permohonan
. . ditandatangani data dan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung I._'—_] SRS ah Kelengkapannya
i2 | Menginventarisasi data capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung Surat permahonan data 100 Data Capalan kinerja
. R | dan kelengkapannya menit Setda
dari Perangkat Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan
13 | Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota Data Capaian kineria 120 Dara Onlire Capaian
dan KeuanganSetda menit Kinerja dan Keuangan
Bandung pada Silakip
643
menit

Dokumen Terkait

¢ RPIJMD

* Renstra Perangkat Daerah
* RKT Kota

*  RKPD/P

* Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota
* Laporan Realisasi Anggaran

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
PANGKAT

NIP
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1.2. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan Sekretariat Dacrah Kota Bandung

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Asisten
No Altivitas Adminlstrast Kabag Kasuba Analis KET
) SEKDA i p : & | Akuntabllitas Kelengkapan Waktu Cutput
mum dan Qrpad SIAK Kinerfa
Kepegawaian
1 | |Memerintahkan Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian | PeLawraﬂ Perundang- [ 3 menit | Perintah Pelaksana
. . " . . un
untuk memonitor Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah ; S
2 | Memerintahkan Kabag Orpad untuk membuat dan mengumpulkan Fe;a“*'a" "emnﬂﬂhﬂﬂ- 3menit | Perintah Pelaksana
. - . A n . inial
Data capaian kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah ¢ i
3 | Memerintahkan Kasubag Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Pe;aruran Pert:ndahng- 3 menit | Perintah Pelaksana
H N - b r
(SIAK) untuk membuat surat ke Bagian di lingkungan Setda perihal . e
permohonan data capaian kinerja dan Keuangan Setda L
4 | Membuat konsep surat permohonan data dan memerintahkan — Perdaiuran pergnda:g- 5 menit :an_sephs:r?:k
. o . . . . an ,
Analis Akuntabilitas Kinerja untuk mengetik serta melengkapi s erintah Pelaksena
dokumen pendukungnya
5 | Mengetik konsep surat permohonan data serta menyiapkan form Pe;aturan PKEI'UHdang- 30 meakt znnse: surat dan
. . -y . Isian Dat,
pengisian data untuk Bagian di lingkungan Setda R = gL
6 | Memeriksa dan mendisposisikan kansep kelengkapan surat kepada o Peraturan Perundang- | S menlt | Perlntah palaksana,
Kabag. Orpad untuk diperiksa - <7 undangan, Konsep konsep surat yg telah
E. p P Surat di disposisi dan Form
I Pengislan Data
7 | Memeriksa dan memaraf surat permohonan data dan Pe;mm" Perundang- | 5 menit :e“ntah pelaksana,
. -, n, K t
kelengkapannya dan memerintahkan Kasubag SIAK untuk mengirim Tiday ;Er:lnyg:ng :;::.e; t:::E:i:::f :::gdi
ke Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian untuk di | disposlsi disposis|
tandatangani v Yo
& | Menandatangani surat dan Memerintahkan Kabag. Orpad untuk :nn:lep Sura;vang 3 mentt :er‘rn!ah pelaksana,
. . A erdisposisi dan onsep sural yang
mendistribusikan surat permohonan dats dan kelengkapannya B AT telah ditandotansg!
1 dan Kabag, Orpad dan di disgosis|
9 | Memerintahkan Kasubag SIAK untuk menindaklanjuti perintah [ Surat yang tejah 3 menit | Perintah pelaksana
Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian = > ditindatangani Asisten dan surat yang telah
peg Administrasi Umum ditandatangani oleh
: dan Kepepgawaian dan Asisten Administrasi
telah di disposis Umum gan
Kepegawalan
10 | Memerintahkan Analis Akuntabilitas Kinerja untuk menyampaikan Suratyang teloh 3menil | Perintah pelaksana
. tari idata d try dat da Silakip K ¢ ditandarangani Asisten dan surzt yang telah
surat, menginventarisast data dan en ry @ pada Ip kota Administrasi Umum ditandatangani oleh
Bandung dan Kepegawaiin Asislen Administras
Umum dan
Kepegawaian
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PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Asisten ]
No. Aktivitas Administrasi Kabag. Kasubag Analis ]
- SEKDA Umum dan Akuntabilitas Kelengkapan Waktu Qutput
2 Orpad SIAK Kinerja
Kepegawaian
Surat yang telah 60 menit | Surat permohonan
! ditandatangani Asisten data dan

11 Mer‘wam‘palkan surat permohonan data dan kelengkapannya ke o — kelengkapannya

Bagian di lingkungan Setda dan Kepegawaian

o L]
12 | Menginventarisasi data capaian kinerja dan Keuangan pada Bagian 2. Surat permohonan 150 Data Capaian kinerja
. q d d
sesuai waktu yang telah ditentukan ata dan ment | dan keuangansetda
kelengkapannya

13 | Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota “ Y Data Capaian kinerja 30 meniL | Data Onfine Capalan

Bandun dan KeuanganSetda Kinerja dan Keuangan

g pada Silaxip
303
mentt

Dokumen Terkait

RenstraSetda

RKT Setda

DPA/PSetda

Perjanjian Kinerja Setda

Laporan Realisasi Anggaran

Data kegfatan pada Bagian di lingkungan Setda

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP
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1.3. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kota Bandung

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Kasubag
Sekeratris Pelaksana
Aktivi KEPALA Kepala Pro KET
No. vitas PERANGEAT Peranghat e 'n:::m labatan Kelengkapan Waktu Qutput .
DAERAH Daerah Al fnformas| | FunEsianal
1 | Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah / Bagian untuk ‘frt""" Perundang- | 3manit | Perintah Pelskaana
. - - . (8] ARER
memonitor Capaian Kinerja dan Kevangan Perangkat Daerah 1 liges
2 | Memerintahkan Sekretaris Perangkat Daerah / Bagian untuk Peraturen Perundasg- | 3 meait | Pornigh Pelaksana
. : undargan, pertintak
membuat dan mengumpulkan Data capaian kinerja dan Keuangan i
Perangkat Daerah
3 | Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat surat ke lingkungan Peraturan Fuﬂ:ndan.- 3 mealt | Perintah Pelgkeana
Perangkat Daerah perihal permohonan data capaian kinerja dan ::;:;:::: Libsnla
Keuangan Perangkat Daerah l
4 | Membuat kansep surat permohonan data dan memerintahkan Pasaluran Perundang: [ S mentt | Kemep Sura:
& s undangan, perlatal Perintah Pelakiana
Kasubag Program Data dan Infarmasi untuk mengetik sorta Belitohn
rmelengkapi dekumen pendukungnya
5 | Mengetik konsep surat permohonan data serta menyiapkan form Pefaturan ferundang- [ 30 manlt | Konsep surat dan
a8 ' T undangas, Konsen Form Peagiaian Data
pengisian data untuk Bagian di lingkungan Perangkat Daerah iy
& | Memeriksa dan mendisposisikan konsep kelengkapan surat kepada Faraturen Perundang- | S meais | Perintah pelaksana,
K la Bid tuk di iks undangan, Kansep konsep surat yg 1elah
epata Bi ang untu Iperiksa . Sural di dposisi gan Ferm
Fengisian Data
7 Memeriksa dan memaraf surat perm Dhﬂﬂan data dan Feraluran F:.‘rl..lrldlﬁr 5 maonit Perintah pelakiana,
: _ - undanjan, Eansep kpnisp surat yang
kElengkapannva dan memerintahkan KESUhag Program Data dan Tistan Sprat yang telah di telab digarsf dan d
Informasi untuk mengirim ke Kepala Perangkat Daerah untuk di disposisi disposiel
tandatangani fa
& | Menandatangani surat dan Memerintahkan Sekretaris Perangkat Eonsep Sural yang dmenit [ Perintah pelaksana,
D h/B - tuk distrib ik t h data d berdispasisl dan konsep surat yang
aeran/oagian untuk mendistribusikan surat permohonan data dan narst Kasubag S1AK sefah ditandatanag:
kelengkapannya dan ¥abag. Orpad dan di dispasisi
EXdD I
9 | Memerintahkan Kasubag Program Data dan Informasi untuk | Sural yang tetah Tmenit | Patintah pelaksana
indaklaniuti intah K lap kat D h L B ditandatangani Asisten dan turkt yang t=lak
menindaklanjuti perintah Kepala Perangkat Daera el dihrdbngan hah
dan Kepegawaan dan Agigren Adminmstra
telah 2 dispasis Umum dan
Enjiegawaizn
10 | Memerintahkan Kasubag Program Data dan Informasi untuk St yiag telak Imenit | Pesintah pelaesana
i tari i data d try dat d ditandatangani Asksren dan vurat yang telak
menyampaikan surat, menginventarisasi data dan entry data pada i i
Silakip Kota Bapdung FL| den Kopegawalin Hsiten Adiministrasi
Urmum dan
L m
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PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Kasubag
- Sekeratris
No. Aktivitas PEI;EPALA Kepala Program | FElksana =
ANGKAT Perangkat Bidan o labatan Kelengkapan Waktu Qutput
DAERAH Daerah E Informasi Fungsional
Kepegawaian
Surat yang telah 60 menit | Surat permohonan
. ditand i b
11 | Menyampaikan surat permohonan data dan kelengkapannya ke A:ﬂnjﬁ.::;:g:g::: en ::i::n‘:i:panwa
Sekretaris Perangkat Daerah / Bagian di lingkungan Perangkat dan Kepegawaian
Daerah
X

)

12 | Menginventarisasi data capaian kinerja dan Keuangan pada Ya Surat permohonan 130 Data Capaian kinerja
, . . dara dan menit dan
St.ekretarls Perangkat Daerah / Bagian sesuai waktu yang telah kelengkapannys KeuanganPerangkat
ditentukan Daerah
13 | Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota . Data Capalan kinerja 20menit | Data Online Capaian
Bandun dan Kinerja dan Keuangan
4 SELESAL KeuanganPerangkat pada Silakip
Daerah
303
menit

Dokumen Terkait

* Renstra Perangkat Daerah

* RKT Perangkat Daerah

= DPA/Perangkat Daerah

¢ Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

* laporan Realisasi Anggaran

* Data kegiatan pada Bidang di lingkungan Perangkat Daerah

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGEKAT
NIP.




115

1.4. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Kecamatan Kota Bandung

. PELAKSAMA KEGIATAN MUTU BAKU
Kasubag
KEPALA Pelaksana
b i SEKRETARIS Program KET
i Aktivitas CAMAT A SEKSI} Di" Jabatan Kelenghapan Waktu Output
Fungslanal
LURAH Keuangan tngslana
1 | Memerintahkan Camat untuk memonitor Capaian Kinerja dan | PE:“'"“ Perundang- | 3 menil [ Perintah Pelaksana
ungdangan
Keuangan Kecamatan dan Kelurahan l
2 Memerintahkan Sekretaris Camat untuk membuat dan Peratusan Perundang- Imenlt | Perinzah Peiaksana
- . f undangan, perintah
mengumpulkan Data capaian kinerja dan Keuangan Kecamatan dan l Pelaksana
Kelurahan
3 | Memerintahkan Kepala Seksi / Lurah untuk membuat surat ke Peraluran Perundang- | 3menit | Perintah Pelaksana
. . undangan, perintah
lingkungan Kecamatan / Keluarahan perihal permohonan data P,
capaian kinerja dan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan i
4 | Membuat konsep surat permohonan data dan memerintahkan Peraturan Perundang- | 5 menit | Kansep Surat
. . undangan, perintah Perintah Pelaksana
Kasubag Program dan Keuangan untuk mengetik serta melengkapi Potaksana
dokumen pendukungnya
5 | Mengetik konsep surat permohonan data serta menyiapkan form Peraturan Perundang- | 30 menit | Konsep suratdan
o - . undangen, Konsep Form Pengisian Data
pengisian data untuk Bagian di lingkungan Xecamatan dan -
Kelurahan
6 | Memeriksa dan mendisposisikan konsep kelengkapan surat kepada Pefaturan Perundang- | 5 menit | Perintah pelaksana,
K la Sek / L h tuk di ik undangan, Kensep konsep surat yg telah
epala >eksl uran untu iperiksa L Surat di dlsposisidan Farm
Pengisian Data
7 | Memeriksa dan memaraf surat permohonan data dan Peratwran Perundang- | 5 menit | Perintah pelaksana,
k | k d intahk K b P m Data d . <} undangan, Konsep konsep surat yang
elengkapannya dan memerintahkan Kasubag Progra ata dan Tidak Surat yang telah de velah diparal dan di
Informasi untuk mengirim ke Camat untuk di tandatangani ™ dispasisi disposisi
& | Menandatangani surat dan Memerintahkan Sekretaris Camat untuk Konsep Surat yang Smenit | Perintah pelakszna,
distribusik t h data d kel k o= berdisposisi dan konsep surat yang
mendistribusikan surat permohonan data dan kelengkapannya dlparat Kasubag SIAK celah ditandatanagt
| dan Kabag. Orpad dan di disposisl
9 | Memerintahkan Kasubag Program dan Keuangan untuk f Surat yang telah 3 menit | Perintah pelaksana
indaklaniuti intah C t Y ditandatangani Asisien dan surat yang telah
menindaxklanuti perinta ama Administrasi Umum ditandatanganl cleh
= dan Kepegawaian dan Asisten Adminlstras!
telah di disposisi Umum dan
Kepegawaian
10 | Memerintabkan Kasubag Program dan Keuangan untuk Surat yang telsh dmenit | Perintah pelaksana
ik . tari idatad trv dat d ditandatangant Asisten dan surat yang telan
menyampaikan surat, menginventarisasi data dan entry data pada i ozt Lmum ditandatangan oheh
Silakip Kota Bandun dan Kepegawaian Aslsten Administrasi
P [ A
Umum dan
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PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Kasubag
. KEPA
No. Altivitas SEKRETARIS LA Program Pelaksana ket
CAMAT CAMAT SEKSL/ b= Jahatan Kelengkapan Waktu Gutput
LURAH e Fungsional
Kepegawazlan
Surat yang telah 60 meniL | Surat permohonan
F ditand 1 Asi d
11 | Menyampaikan surat permohonan data dan kelengkapannya ke A:::n?:r:f:;::::'e" k:::n‘l:panm
Sekretaris Camat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Kepegawaian
e
T
12 | Menginventarisasi data capaian kinerja dan Keuangan pada ¥a .:uratdpermohonan 150 l:ata Capaian kinerja
" g B q ata dan menit an
Sekretaris Camat sesuai waktu yang telah ditentukan kelengkapannya KeuanganPerangkat
Daerah
13 | Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota Ly Data Capaizn kinerjz 20 menit | Data Onfine Capaian
Bandun dan Kinerjz dan Keuangan
4 m KeuanganPerangkat pada S:laklp
Daerzh
303
fmenit
Dokumen Terkait
*  Renstra Kecamatan
*  RKT Kecamatan
* DPA/Kecamatan
* Perjanjian Kinerja Kecamatan
* Laporan Realisasi Anggaran
* Data kegiatan pada Bidang di lingkungan Kecamatan
CAMAT
NAMA
PANGKAT

NIP.




H. SISTEMATIKA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
PENYUSUNAN LKIP BAB.I SAMPAI DENGAN BAB.IV

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Ststematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan urmum organisasi,dengan
penckanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued)yang sedang dihadapi

organisasi.

Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja

tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja

orgarisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun talu dan
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional (jika ada);
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5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerjaj.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesual dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinefja

2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Perturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan  keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban
secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang
baik, ............ selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta fungsi .............. sebagai sub
sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung,
capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak
'haﬁya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada
lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan
akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan
tersebut diperlukan pengembangan dan penecrapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga



penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
tahun 1999 tentang penyelenggaran negara vang bersih dan bebas.
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang
tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan
negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan
negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Sehubungan dengan hal tersebut Setda/Dinas/Badan/
Kecamatan  .......ccvvenenne. Kota Bandung diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Penyusunan LKIP ................... Kota Bandung Tahun ........... yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan.

. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. ...

Tahun ... tentang (SOTK PERANGKAT DAERAH) ................ ,
............... mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Wali Kota
dalam ....coovviiiiiiiinn. Dalamm menyelenggarakan tugas dan
kewajiban tersebut ...................... mempunyat fungsi :

A e

B



a.

L.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

..................................... dipimpin oleh ......................., yang
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

............................ , membawahi :

.......................... terdiri dari :

A)e i

b). sasisrmniboms g

C)e e , dst

Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :
1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor .. Tahun 20....
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 20..-20...



Ruang Lingkup
Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Bandung Tahun ........... adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
................... Kota Bandung Tahun ....................;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang
tercantum dalam Renstra PD Tahun 20....-20....;
Pencapaian tujuan dan sasaran;
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Setda/Dinas/
Badan/Kecamatan ................ Kota Bandung;

5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima
tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang

direncanakan.



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun
.............. ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

A.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota
Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat
Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : ................
Tahun 20.... tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung
20....-20.... (Kepwal dimaksud disesuaikan dengan Aturan yang baru).
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung
juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Dacrah,
dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.



Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........... Kota Bandung tahun
.......... adalah sebagai berikut:

Tabel ...
Target Indikator Kinerja Utama Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

Kota Bandung Tahun ..........
No. e T Satuan Target
Utama

Sumber Data - Setda/ Dinas/ B-adan/ Kecamatan .... Tahun....

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
....................... Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang
disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang
terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang
dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan  ................... Kota Bandung.
Rencana Strategis Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......................
Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun
yaitu dari tahun 20...-20.... ditetapkan dengan Surat Keputusan
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .................... Kota Bandung Nomor
............. Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Setda/
Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung Tahun 20.... —
20..... Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan
penetapan ] kebijakan bahwa Rencana Strategis
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung dibuat
pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20....-20.....
Disamping itu pula, Renstra .............. Kota Bandung diharapkan
dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian
.............. , Bappenas dan Setda/Dinas/Badan ................. Provinsi
Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan

nasional.

Penyusunan Renstra Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ..............
Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan
proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20....-20.... dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD,
sehingga Renstra Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota
Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Setda/
Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Setda/Dinas/Badan/Kecamatan.............
Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja
(Retija)  apwswern Kota Bandung yang merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Setda/Dinas/ Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan
pada satu tahun mendatang.
1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Setda/Dinas/
Badan/Kecamatan  .............. Kota Bandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi,
keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu
dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat
serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung
Tahun 20....-20.... adalah
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2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Setda/Dinas/
Badan/Kecamatan ............. Kota Bandung Tahun 20....-20....

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 {satu) sampai 5 {lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang

telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung sebagai berikut :
Tabel .......
TUJUAN
{ Misi ’I‘uJTuan } |
1. . |
| ) o 112 B '
A TR« e -+ = e o ST 2,55 PO
A
Dst B

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi
dan Misi Kota Bandung Tahun 20....-20.... sebanyak ...............

sasaran strategis.



Tabel .......

SASARAN
[ ;[‘uj Lan | | Sasaran B
G [ U
i Ll |
1.2} v oo cimrrensmsesmmnsasose | TS Dt oo bov B
| I S ‘
' Dst.. | - |

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........ Kota Bandung mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak
terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran
dan keterpaduan dalam upaya mencapal sasaran yang telah
ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut
dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.
Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan
merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana
kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapal sasarar.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. (sasaran 1)..............
Kebijakan:



Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang .................. dengan

program:

(1)
(2)
(3)

Prograrm s s s e e s :
Programm: s s i et :

dst.

2. (sasaran 2} ......cceeuuen

Kebijakan:

(3)

dst.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang .................. dengan

program:

(1)
(2)
(3)

D.

Program qumsssmssssisesss s e :
P O g AN s s i M b S s s oo v s e A :

dst.

Rencana Kinerja Tahunan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran
secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam
aktivitas Rencana Strategis Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
......... Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam
kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan
dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat
dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel ........
RENCANA KINERJA TAHUNAN (Tahun Sebelumnya)
NO SASARAN | ID;I;;I;AR’i%R SATUAN TARGET
1 1
2
2

Dst. |




3 | Dst.

E. Penetapan Kinerja Tahun Sebelumnya

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana
Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh
pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif
mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung Tahun
.............. mengacu pada dokumen Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung Tahun
20....-20...., dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
............ , dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun .........., dan

dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ............... Kota Bandung telah
menetapkan Penetapan Kinerja Tahun ........... dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel ..........
Penetapan Kinerja Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota
Bandung
Tahun .......

NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM / | ANGGARAN
STRATEGIS | SASARAN KEGIATAN (Rp.)

1 2 3 4 5 6
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenail keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
.......... Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota
Bandung yvang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
20....-20.... maupun Remnja Tahun ............. Sesuail dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
vang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah.

- Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja
makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh



indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian
rata-rata atas capaian indikator Kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No Katagori | Nilai Angka ' Interpretasi

1| AA >85-100 | Memuaskan

2. A >75 -85 | Sangat Baik

3. B ' >65-75 Baik
|4 cc > 50 — 65 | Cukup Baik

d. C > 30 - 50 Agak Kurang
~ b. D 0-30 Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase
capalan indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian
kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran
yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ..........
Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator
kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran
dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 20....-20.... maupun Renja Tahun ............. Sesual
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan



Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja PD Tahun
............. dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 20....-20....
berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :............ , telah
ditetapkan ............. sasaran dengan ................. indikator kinerja (out
comes) dengan rincian sebagai berikut (contoh):
» Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
» Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
» Sasaran 3 dst.
B, Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
vang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung
dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU
adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ............ Kota
Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor
.................... tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota
Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Setda/Dinas/
Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung juga melakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis
yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukiiran atas indikator kinerja utama
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung tahun

.............. menunjukan hasil sebagai berikut:



Capaian Indikator Kinerja Utama Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

.......... Kota Bandung Tahun ...........c.......
Indikator . . | Capaian
No. . .
o Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Misi :

Misi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Misi kesatu ................. , dapat dilihat dari
indikator ........... dan indicator ............. , IKU yang mencerminkan
keberhasilan ............. mencapal sesual dengan target vyang
ditetapkan. Pada bidang ................. ditunjukan oleh indikator
................ mencapat ............. %, capaian tersebut sama atau lebih
tinggt dibandingkan capaian / target yang ditetapkan oleh tingkat
Propinsi Jawa Barat sebesar .............. %, capaian tersebut juga lebih
tinggi dari target yang ditetapkan (berdasarkan SPM / IKK / MDGs /
dll ) oleh Kementerian ..... / tingkat nasional / dll yaitu sebesar ......

Tetapi indicator .................. capaian kinerjanya lebih rendah
dari target yang telah dicanangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat
pada tahun ..... , kondisi tersebut antara lain karena ................

Upaya untuk meningkatkan pada masa yang akan datang ............... ;

Pada Misi kedua yaitu ............coooiennn.. , terdapat satu
indikator capaiannya kurang baik yaitu ................ tahun ......... ,
............. (uraikan data yang tidak mencapai target) ................ dari
target sebesar ............... . Adapun sebab tidak tercapai. ....

Untuk itu pada tahun-tahun berikutnya program dan kegiatan untuk

meningkatkan ................. akan lebih difokuskan.
Misi ketiga yaitu ...... terlihat dari Indikator Meningkatkan
.................. dst.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ............ Kota
Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 20....-20....



Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota Bandung Tahun 20....-
20.... sebanyak ( contoh 18) sasaran.

Pada tahun............ ditetapkan ( contoh 11 ) sasaran strategis

dengan {Contoh 22) indikator kinerja yang ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun ........... Dari ........ sasaran dengan indikator
kinerja sebanyak .......... indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung adalah sebagai
berikut:
Tabel ........
Pencapaian Kinerja Sasaran Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......
Kota Bandung Tahun ..........
NO. | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN

1 ' Memuaskan - 8

2 | Sangat Baik 2

3 | Baik 1

4 | Cukup Baik 0

5 | Agak Kurang 0

6 Kurang 4]
|  Jumlah 11 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai

berikut:
Tabel ......
Capaian Kinerja sasaran Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......
Kota Bandung Tahun ............cccieueene
T | Rata- | _ | |
Jumlah 0-  >30- | >50- | >65- | >75-
No.| Sasaran | 1 gikator | ™' 30| 50 | 65 | 75 | 85 | 85-100
B | capaian | |
A Misil | ] | o :
1 | XXxxxx.. 2 . 100 . ! Memuaskan |
2| XXRXXX. 1 | 100 | Memuaskan
3 XXXXXX.. 2 80,05 ' Sangat

Baik

ho

Dst

Jumlah 22




Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terdapat pada
Lampiran 1.

Dari 11 Sasaran diatas, pencapalan realisasi indikator

kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan secbagai

berikut:
Tabel .....
Pencapaian target Misi
| __ - fl_‘_ig;gkat Pencapaian
Jumlah Melampaui Sesuai Target Belum
No.| Misi | Indikator target (100% )g Mencapai
| Sasaran (>100%) ? Target (<100%)
_— Jumlah % Jumilah % Jumlah %
1 | Misil 8 4 50% 3 37,5% 1 12,5%
2 | Misi2 8 2 25% | 2 25% | 4 | 50%
3 | Misi3 | 6 9 50% | 2 25% 0 0%
Dst | Jumlah| 22 10 | 4555%| 7 | 31,82%| 5 | 22,73%

Dari 11 sasaran dengan 22 indikator kinerja, pencapaian kinerija

No. i
|

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Kategori

Jumiah

Presentase

Indikator

| Misi 1

Memuaskan

Sangat Baik

| Baik

50%

37,5 %

LR |00

12,5%

Clzkup Baik

Agak Kurang

Kurang

Misi 2, dst.

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Agak Kurang

Kurang




D. Analisis Pencapaian Kinerja
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara ocutput dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang
dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit
yvang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan
dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga
dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi
pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yvang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan
standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang
telah dicapai pada tahun ............ dan membandingkan antara target
dan realisasi pada indikator sasaran dari 11 sasaran dan 22 indikator
kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........ Kota Bandung tahun 20..-20..,
analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



=}
Sasaran 1
Peningkatan
S LR S BT L Y ZCTITIIER
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel .....
Analisis Pencapaian Sasaran 1
P’Eniggﬁkﬂtan 'lil-ili*-l---'--l--ﬂilIIII-II--I-.I.III-IIIi-IiiI .
Ineikator | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahum 2017 Tahun 2018
[y l..L.m”J“ | Smtuan = P | Bt | . "-',,:_ - e i % T . I"}.,-— Al
Utama IT:1_rg|1. | Realisas Farget | Realiss:) | Target | Realizas | lurget | Realisasi| | Target | Realisasi

i | I ;
Rata-rata Capaian IKU |

'I'{-meuu Lapaian Sasaran 1

Uraikan Capaian kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun
sebelumnya

.............................................................................................

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai
dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam
Renstra Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota Bandung
adalah sebagai berikut :

Tabel ......

Pencapaian Indikator Sasaran ........cc.cccecenveeenennen
Tahun ......... dibandingkan Target Akhir Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........

Kota Bandung Tahun .......... ]
. Rencana
Realisasi ]
) sesuai Persentase
: Akumulasi )
Indikator dengan Capaian
No. Satuan | s/d. .
Sasaran Renstra Kinerja
, Tahun Tah (%)
2013 o ’
| 2013
L 2 3 _ 4 S5 _ 6
!

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi
akumulasi sampai dengan tahun ........... dibandingkan dengan
rencana akhir Renstra pada tahun ........... menunjukkan capaian

kinerja .... % yang berarti capaian sesuai / tidak sesuai target akhir
Renstra.



1. Indikétor

Uraikan Capaian kinetja nyata dengan kinerja yang direncanakan

(dalam Renstra/RPJMD), al. :
Tampilan data, tabel, grafik, foto, dIL.

- Program, kegiatan dan input yang menunjang pencapaian /
kegagalan

- Faktor pendukung

- Faktor penghambat

- Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan.

2. Indikator ........cccccienenen

Uratkan Capaian kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

{dalam Renstra/RPJMD), al. ;
Tampilan data, tabel, grafik, foto, dll

- Program, kegiatan dan input yang menunjang pencapaian /
kegagalan

- Faktor pendukung

- Faktor penghambat

- Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan

Sasaran 2
Peningkatan

Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran kedua
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .....
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Indikator | Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tal

Kinerja | Satuan ——71 % |[——F % 1— T % - 1% ¢
Utama Target | Realisas: Ta_rget|Reaiisas:= |’1'argf_-iiRealisasI l'i‘argut Realisasi| |Targe

Rata-rata Capaian IKU |

Kinerja Capaian Sasaran 1 | |

_'Peningkat.a.n

Uraikan Capaian kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya



Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir

sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........... Kota Bandung adalah

sebagai berikut:

Tabel ......
Pencapaian Indikator Sasaran .........ccccccieiinnnennnns
Tahun ........ dibandingkan Target Akhir Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan Tahun ..........
' Realisasi Rencan.a
' . sesual Persentase
' . Akumulasi .
| Indikator dengan Capaian
No. | Satuan s/d. - S
Sasaran Tahun Renstra Kinerja
Tahun (%) |
1 2 3 | 4 5 6
1

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi
akumulasi sampai dengan tahun ........... dibandingkan dengan
rencana akhir Renstra pada tahun ........ menunjukkan capaian kinerja

.. % yang berarti capaian sesuai / tidak sesuai target akhir Renstra.

1. Indikator ........ccccue...

Uraikan Capaian kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
fdalam Renstra/RPJMD), al. :
- Tampilan data, tabel, grafik, foto, dli.
- Program, kegiatan dan input yang menunjang pencapaian /
kegagalan
- Faktor pendukung
- Faktor penghambat
- Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan
2. Indikator .......c.cccoeennees

Uraikan Capaian kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

(dalam Renstra/RPJMD), al. :
Tampilan data, tabel, graﬁk foto, dIl

- Program, kegiatan dan input yang menunjang pencapaian /
kegagalan

- Faktor pendukung

- Faktor penghambat

- Rekomendast peningkatan atau perbaikan yang diperlukan



E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun ........... pelaksanaan program dan kegiatan dalam
ratigka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan
target kinerja yang ingin dicapai Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
.......... .... Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung dengan total nilai
keseluruhan adalah sebesar Rp. ..o, sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. ........................ atau dengan
serapan dana APBD mencapai ........... %, dengan demikian dapat
dikatakan tahun ................ kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

..................... Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan
anggaran agar lebth efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapalan target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ......... Kota Bandung pada tahun
......... dapat dilihat pada tabel berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

Kota BandungTahun .........
No. | Misi 1 Pagu . Realisasi o

. . Anggaran | Anggaran

.1 | Mewujudkan ... | 4.000.000.000| 3.750.000.000 | 93,75%
[ Sasaran ]

2 | Mewujudkan .... . B
' Dst. . |
Jumlah ' | |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan
dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat
efisisensi yang telah dilakukan oleh Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

.......... Kota Bandung pada Tahun ..............



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung, dapat diketahui
dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada

tahun.......... sebagaimana tabel berikut :

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

Setda/Dinas/Badan/Xecamatan .......
Kota Bandung Tahun .........
| Presentase | Anggaran _
: Jumlah . — ————————
| i i 3
No. Kategori Indikator CE_Lpalf_:m | Realisasi {Rp.) Yo
Kinerja |
A. Misil, 8§ | |
1 | Memuaskan | 4 50% |
2 | SangatBaik | 3 37,5% | i
| 3 |Baik 1 12,5% | o
4 | Cukup Baik i i | 3.750.000.000 | 93,75%
S | Agak - '
Kurang | _
o | Kurang - _ |
B. |Misi2, '
1 | Memuaskan =
2 | Sangat Baik | 3
3 |Baik '
4 | Cukup Baik
5 | Agak |
| Kurang B | i
6 | Kurang | N
Pencapaian Misi pada Tahun ......... merupakan akumulasi
pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 20....-20...., dengan

demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran

selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel .......
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas ..... Kota Bandung
20....-20....
r i Pagu Realisasi Anggaran % (dari !
' . . | Indikauf tahun ke-
| No. | Misi Renstra Jumlah Pagu |
| (Rp.) H 2 3 4 5 Indikatif) |
A [ Misi | | |
1, .. - '
B. | Misi i
2, . - |
C Dst. | [ |
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Secara umum efektifitas énggaran terhadap capaian Misi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung, dapat
disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif
terhadap capaian kinerja misi organisasi.

F. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ...... Kota Bandung dilakukan secara
optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
sehingga Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ........ Kota Bandung telah
memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun
stakeholder atas prestasi yvang dicapail, prestasi dan penghargaan
selama kurun waktu 5 (lima} tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No. | Prestasi | Penghargaan | Tahun
| |

2. Prestasi Tingkat Nasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun |

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No. Prestasi | Penghargaan Tahun |

4. Prestasi lainnva . _ S
. No. Prestasi ..! __ Penghargaan Tahun




BAB IV

PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung Tahun

............ ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) ..............
Kota Bandung Tahun .......... Pembuatan LKIP ini merupakan
langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No.29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sebagat upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung
Tahun ......... ini dapat menggambarkan kinerja ............ .. Kota
Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun .......... Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
.............. Kota Bandung menetapkan sebanyak ............ (coccccevininl )
sasaran dengan ......... Eeeenm. j indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
............ vang ingin dicapat. Secara rinci pencapaian sasaran dapat
dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101 % atau interpretasi
memuaskan

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 79,90 % atau
intérpretasi sangat baik

Sasaran 3 dst...

Darn hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak ........
sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran
> 85 ~ 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam

Tahun Anggaran ........... untuk pelaksanaan program dan kegiatan



pada Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung
dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Bandung Tahun

Anggaran ........... sebesar Rp. ................. sedangkan realisasi
anggaran mencapal Rp. ........................ atau dengan serapan dana
APBD mencapai ............... %, dengan demikian dapat dikatakan
tahun .......... Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung

kondisi anggaran adalah Silpa Rp. ..................

Renstra Dinas .............. Kota Bandung 20....-20.... menetapkan
sebanyak ............ (e, ] sasaran dengan ......... (e )
indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana
Kinerja Tahunan pada tahun 20.... sampai dengan Tahun 20.... dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 20.... sampai dengan Tahun
20...., dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120 % atau
interpretasi memuaskan

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,00 % atau
interpretasi sangat baik

Sasaran 3 dst...

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut telah
menggunakan anggaran sebesar Rp. ................ (cereiniinnn, ) secara
efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang
pencapaian Misi dan Visi Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ...... Kota
Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran
tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ...... Kota Bandung adalah ...... %
dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Setda/Dinas/Badan/Kecamatan
..... Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan
efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian
Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  Setda/Dinas/Badan/Kecamatan  .............. Kota

Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja



1.1.

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung kepada
pihak-pihak terkait baik schbagai stakeholders ataupun fihak lain
yvang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kota Bandung.

SISTEMATIKA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
PENYUSUNAN LKIP TRIWULANAN BAB.I SAMPAI DENGAN
BAB.IV

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun .........
dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja.
Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP} Tahun .......... ,  LKIP merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penctapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari

" kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, schingga terwujud kesinambungan kinerja
setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan

program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap



capaian kinerja sckaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan  program/kegiatan. Dengan  demikian
Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk
pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian
tyjuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan
Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan......
Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja
Triwulan ..... Tahun ......... . Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Triwulan ....... Dinas/Badan/Kecamatan........ Kota Bandung Tahun .......
yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

.yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan....., triwulan
..... Tahun ....... Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :



10.

11.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeclenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas LAKIP;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 20.... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
Tahun 20....-20....;

Keputusan Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Nomor :
....... /Kep. .....— ..../Tahun...... tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis

Dinas/Badan/Kecamatan..... Kota Bandung Tahun 2018-2023,



2.1.

BAB I1I
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan Tahun
......... ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung
adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis
dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung yang
ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun vaitu dari tahun 2018

sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung Nomeor ............. Tahun
........ tentang Penetapan Rencana Strategis
Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Tahun 20....-20....

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan
bahwa Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung
dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung tersebut

'dituyjukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 20....-20.....
Penyusunan Renstra  Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota

Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses



penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20....-20.... dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga
dokumen Renstra merupakan hasil kesepakatan bersama antara
Perangkat Daerah Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 {satu) tahun. Didalam Renja dimuat program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota
Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung
dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi,
harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang

Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun .............. adalah :

"VISI KEPALA DAERAH TERPILIH”~

2.1.2 Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata
dar1 visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah
Kota Bandung merumuskan ....... {...) misi dan misi ini
menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi

tersebut, yaitu :

a. MISIKE - 1;

b. MISI KE - 2. 1 (Sesuaikan dengan Tugas Fungsi/Urusan
. OPD)

c. MISIKE - 3.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan
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ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebanyak ..... {ooo... ) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai
Visi dan Misi Setda Kota Bandung Periode Tahun ........... sebanyak ......
T ).

Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan......

menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam
mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan

target Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Tahun

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
(1) 2} (3) (5) (8)
1

3, .. dst




1.2, Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan
Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Nomor : ..... /Kep...... -
....... [oeen Tahun e tentang Indikator Kinerja Utama
Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Tahun .................... .

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas/Badan/Kecamatan.........
Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas/Badan/Kecamatan........... Kota Bandung
0.

1.3. Perjanjian Kinerja Tahun ..........

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari
sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada
kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dinas/Badan/Kecamatan........ Kota Bandung Tahun ...... mengacu
pada dokumen Renstra Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota
Bandung Priode Tahun ........... dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan



153

(RKT) Tahun ...... , dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun ......... , dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun ....... dan Perubahannya.
Dinas/Badan/Kecamatan......... Kota Bandung telah menyusun
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun ........... dengan uraian sebagai
berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Triwulan ..............
Dinas/Badan/Kecamatan .......cc.cesn Kota Bandung Tahun .........

NO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2 3 4

hn

dst

B. Perencanaan Anggaran Tahun........

Dari sebanyak .... {....) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan

didukung oleh jumlah Program sebanyak .... (....) yang berkaitan langsung

dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung

sebesar Rp. ................. -

Sasaran 1 wiee N RS
2 Sasaran 2 T T ————
3 Sasaran 3 | L. s

dSt ----------------------
Jumlab | L e




: ‘ BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN ......... TAHUN .........

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
kinerja/pemberi amanah. Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung
selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja
Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemenntah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun .......... maupun Renja Tahun
......... Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi

pemerintah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan ........ Tahun .......

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
-Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian
indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
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pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-
rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota
Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
dan penilaian tingkat pencapalan target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun ........ maupun Renja Tahun ....... . Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesual dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. |

Dalam rangka mengukur peningkatan Kkinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga [KU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan
Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung Nomor : ... J -
......... tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung. Dalam upaya untuk
-meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas/Badan/Kecamatan.............
Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama
Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung tahun ...

menunjukan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas/Badan/Kecamatan..... Kota

Bandung
Triwulan ...... . Tahun .........
SARAN INDIKATOR | TARGET CAPAIAN
Heh P KINERJA TRW .... B KINERJA
1.
|
=5 -
Tabel 3.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas/Badan/Kecamatan..... Kota
Bandung
Triwulan ....... Tahun .........
ARAN INDIKATOR | TARGET CAPAIAN
2O SAS KINERJA TRW .... e AT KINERJA
1. | |
| |
2.
i
Pada tahun ....... » pengukuran kinerja dilakukan terhadap ....
{eeenns ) sasaran dengan menggunakan ..... (eevenen ) indikator kinerja yg
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun ....... , Dari ...
I ) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :
a. Sebanyak .... {(...... ) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi
target dengan rincian :
* .....(.....} indikator kinerja capaiannya melebihi target;
. ... I ) indikator kinerja capaiannya sesuai target;

b. Sebanyak ...... {eoenn.. ) indikator kinerja tidak mencapai target.

3.2. Capaian Kinerja Triwulan ....... Tahun ......

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan



evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang
dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit
yvang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan
dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga
dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi
pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandingan-pembandingan antara :
- Kinerja nyata dengan kinerja vang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan

standar internasional.
3.2.1. Pencapaian Sasaran ...

Sasaran ......c.cooeeennnn. merupakan sasaran dari Misi ....
(...] Dinas/Badan/Kecamatan.......... , pencapaian sasaran ini
diperoleh melalui indikator kinerja ................... . Capaian
kinerja indikator ini pada triwulan ..... targetnya ........

Kriteria indikator ini adalah ........ dan ........., jika
.......... pada tahun penetapan pencapaian indikator, dan
berdasarkan Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat
kumulatif /non kumulatif. Capaian indikator .........
merupakan indikator kinerja dari sasaran ............ secara

lebih jelas diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.2.1.
Target dan Realisasi Capaian Sasaran

........ Triwulan ....... Tahun ......
. Realisasi | o=
Indikator Target % sd um .....
N Satu t Akhir
o Kinerja °% | Tahan | TarESt | alisast | CoPalan | Triwlan 5 )
""" erja RPJMD)
m | {2) (3 (4 (5} (6) (T)=(6/5) (8] 19
1, =||| coeeooosc
.............. yang termasuk ke dalam kriteria indikator
............... pada data awal yang tercantum di dalam Renstra
Dinas/Badan/Kecamatan.......... sebesar ....... % (penjelasan output),
berdasarkan hasil dari capaian indikator sasaran .......... merupakan
Target di tahun ........ adalah sebesar ........ % (penjelasan
output} yang merupakan ...,... dan realisasinya pada triwulan ke .....
adalah .....%
Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui ... (....)
Program, yaitu :
1)  Program ......... ;
2) Program .......... :
3) Dst.....
3.2.2. Pencapaian Sasaran .........cc.....
Sasaran ........ merupakan sasaran ke - .... dari Misi ke -

. diperoleh melalui indikator kinerja ............ Capaian
kinerja indikator ini pada triwulan ..... targetnya ..... . Selama
tahun ...... indikator dimaksud telah dilaksanakan oleh .........

di dalam penyelenggaraan tugas fungsinya.
............................................................................... {Penjelasan

analisis capaian program),

........................... secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.2.2
Target dan Realisasi Capaian Sasaran

anulan .......... Tahun
Indikator % R"?.‘?” T’E‘r‘g&t
R Rl B .~ R PG (- R
sl erja | e PJMD)
I'.il-l ________ (21 IIIIIIII (3) (4} (5) (6] (7}=(6/5) {8l ! 91
Sampai dengan triwulan ...... tahun ...... , capaian

realisasi dari indikator ini adalah sebesar ....... . Target
indikator ini pada Tahun ....... sebesar .......... (penjelasan
output).
Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui
...... (-.....) program sebagai berikut :
1) Program ..................... melalui kegiatan :

(1) Nama kegiatan............. ;

(2) Nama kegiatan............ ;

(3) Nama kegiatan............ ;

(1) Dst............ ;
2) Program ............. melalui Kegiatan .............o..oo....

1. Nama kegiatan............. ;

2. Nama kegiatan............ ;

3. Nama kegiatan............ ;

4. Dst............ ;

3.2.3. Pencapaian Sasaran ...........cc.eeecenses
Sasaran ............... merupakan sasaran ke-..... pada

Misi ..... , Sasaran ini diperoleh melalui ..... {-....) indikator
kinerja, yaitu indikator kinerja ............... . Pada triwulan
......... indikator kinerja cierereneeae... targetnya  adalah
............. . Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat

kumulatif/non kumulatif. Tercapainya sasaran kinerja ini
akan berdampak ......... terhadap ............. Karena adanya
.............. . Dengan demikian ...................(penjelasan/analisis



capaian program),.
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dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.3
Target dan Realisasi Capaian Sasaran

.........

Realisasi indikator kinerja Secara rinci,

Triwulan ........ Tahun .......
Tiaget Realisasi | o7&t
Indikator sd CLEES booo
e Kinerja secman T"get ':;r-iarwﬁ:n Realisasi %K(i::z:ii:n fowan Riaﬁ::i:/
vl | I | R | RPJMD)
P PR [Pl e P BT e o =
T e i I e e
Data awal dalaril Re:ncana Strategis
Dinas/Badan/Kecamatan....... (sampai dengan tahun ..... )
sebesar ...... (oeeennenn penjelasan/analisis capaian program,).
Pada tahun ......... persentase ......... indikator adalah
scbesar ........ (ouput). .ovin (penjelasan/ analisis
capaian programy.

Selain dengan upaya lain yang dilakukan adalah

{penjelasan/ analisis capaian program)
Pada tahun 2015 persentase rekomendasi

ditargetkan untuk

.........................................................

yang

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target ini

adalah
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3.3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan ...........

No SS:-::;Z?S I;‘:ﬂ:ﬁ;zr Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran K‘z‘;:::n Target Per&a:;gf: ng
1

2

3 | .

4

SR dst
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BAB IV
PENUTUP
Laporan Capaian Kinerja  Triwulan  ........ Tahun  ..........
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring
terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun ......... dan

merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota
Bandung Tahun ...... . Penyusunan Laporan Capaian Kinetrja Triwulan .....
Tahun ...... ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan ... Tahun  Gocs;
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja
Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan
sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun ........ , pengukuran kinerja dilakukan terhadap ..... (venee )
sasaran dengan menetapkan ...... (cerennnn. ) indikator kinerja sasaran vang
tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun ....... . Dari ...... (coneenen )
indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

a. Sebanyak ...... (vernenn ) indikator kinerja capalannya sesuai atau melebihi
target dengan rincian :I
e .... (... indikator kinerja capaiannya melebihi target;
. ... (P ) indikator kinerja capaiannya sesuai target;

b. Dan sebanyak ..... (-......) indikator kinerja tidak mencapai target.
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Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan ..., Tahun .......
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung 1ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-
pithak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota

Bandung.

IV. Bandung, tanggal/bulan/tahun

V. Dinas/Badan/Kecamatan......

NAMA
Pangkat
NIP

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




